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Kata Pengantar 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya 

alam, dan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam 

perekonomian negara ini adalah industri ekstraktif, khususnya 

minyak dan gas bumi. Sebagai salah satu penghasil minyak 

terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar dalam hal eksploitasi sumber daya alam tersebut. 

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

adalah salah satu daerah yang memiliki cadangan minyak dan gas 

bumi yang signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan 

peningkatan kebutuhan energi global, industri ekstraktif di 

Bojonegoro semakin berkembang, membawa dampak ekonomi 

yang signifikan bagi daerah tersebut. 

Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi yang 

besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, tantangan 

terkait transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu yang 

mendalam. Masalah utama yang sering kali muncul adalah 

ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya alam, 

ketidaksetaraan dalam pembagian hasil, serta rendahnya tingkat 

pengawasan terhadap praktik perusahaan-perusahaan minyak 

dan gas. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal yang 

bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan 

oleh pemerintah dan masyarakat. 
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Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggali lebih dalam 

permasalahan tersebut dan memberikan kontribusi pemikiran 

terkait bagaimana mendorong transparansi dan akuntabilitas 

dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di 

Kabupaten Bojonegoro. Melalui kajian ini, diharapkan dapat 

tercipta pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya alam, serta bagaimana hal tersebut dapat 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, yang tidak 

hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melibatkan 

kepentingan sosial dan lingkungan. 

Sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi memang 

memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Di Bojonegoro, pendapatan dari industri minyak dan gas bumi 

telah memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran 

daerah, yang digunakan untuk berbagai program pembangunan. 

Namun, ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pembagian hasil 

yang tidak adil sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan 

ketidakpercayaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan 

perusahaan. 

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam industri 

ekstraktif bukanlah isu yang hanya terjadi di Bojonegoro, tetapi 

juga di banyak daerah penghasil minyak dan gas di Indonesia. 

Praktik-praktik seperti manipulasi data, penggelapan dana, serta 
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ketidakterbukaan dalam perjanjian-perjanjian bisnis sering kali 

menghambat pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya 

dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

Selain itu, meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan 

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, implementasi di 

lapangan sering kali menemui kendala. Kurangnya pengawasan 

yang efektif, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan, semakin memperburuk kondisi ini. Oleh 

karena itu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam 

sektor ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi 

di Kabupaten Bojonegoro. Buku ini tidak hanya akan mengulas 

tantangan-tantangan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi-

solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem 

pengelolaan sumber daya alam yang ada. 

Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan untuk mengajak 

berbagai pihak yang terlibat—baik pemerintah, perusahaan, 

maupun masyarakat—untuk bersama-sama membangun sebuah 

sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat 

mendorong pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada 
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kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan 

adalah memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam 

dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan 

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks 

sektor ekstraktif, transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa 

transparansi, informasi terkait pengelolaan sumber daya alam 

akan tertutup, yang dapat membuka ruang bagi praktik-praktik 

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa akuntabilitas, 

tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas dampak yang 

ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam, baik itu dampak 

sosial, ekonomi, maupun lingkungan. 

Di Kabupaten Bojonegoro, pembangunan berkelanjutan 

dalam sektor minyak dan gas bumi harus mempertimbangkan 

berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan lingkungan hidup, 

pemberdayaan masyarakat lokal, hingga penyediaan akses yang 

adil terhadap hasil-hasil ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi 

sumber daya alam. Oleh karena itu, mendorong transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini adalah langkah yang 

krusial untuk memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, tanpa 

mengorbankan kesejahteraan jangka panjang. 
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Buku ini disusun dalam beberapa bab yang mengupas 

berbagai aspek terkait dengan transparansi dan akuntabilitas 

dalam sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di 

Kabupaten Bojonegoro. Bab pertama membahas latar belakang 

dan permasalahan yang ada, sedangkan bab-bab selanjutnya 

menggali lebih dalam tentang teori-teori yang mendasari 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

Bab berikutnya akan membahas profil industri ekstraktif di 

Bojonegoro, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam 

mendorong transparansi dan akuntabilitas di daerah ini. Buku ini 

juga menyajikan berbagai rekomendasi dan strategi untuk 

memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam, termasuk 

peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan masyarakat, 

pemerintah, dan perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif 

di Bojonegoro dapat lebih memahami pentingnya prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya 

alam. Selain itu, buku ini juga berharap dapat memberikan 

kontribusi dalam mendorong perubahan menuju pengelolaan 

sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa 

sektor industri ekstraktif dapat berkontribusi pada pembangunan 

yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan 
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keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial 

dan lingkungan. Dengan komitmen bersama, Bojonegoro dapat 

menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola sumber daya 

alamnya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, untuk 

kepentingan bersama. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan wawasan 

dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

industri ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro, serta menjadi 

kontribusi yang berharga dalam upaya mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

 

 

Penulis, 2024 
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Bab 1  

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Industri 
Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi untuk 

Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten 
Bojonegoro 

1. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas pada Sektor 

Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi 

Sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, 

memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. 

Sebagai negara dengan cadangan energi yang cukup besar, 

Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan 

pembangunan ekonomi. Menurut data dari Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia termasuk dalam 30 

negara penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Industri 

minyak dan gas bumi ini berkontribusi besar terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan peranannya dalam 

menyumbang cadangan energi yang penting bagi kebutuhan 

energi domestik maupun ekspor. 

Indonesia pertama kali menemukan minyak bumi pada 

akhir abad ke-19 di daerah Sumatera, dan sejak saat itu sektor 

minyak dan gas bumi menjadi sektor yang dominan dalam 

perekonomian nasional. Pada awalnya, sektor ini dikelola oleh 

perusahaan-perusahaan asing yang memiliki pengaruh kuat 
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terhadap kebijakan energi negara. Namun, dengan 

berkembangnya sektor ini, Indonesia mulai memegang kendali 

lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya alamnya. 

Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

Indonesia dalam sektor minyak dan gas bumi adalah bagaimana 

mengelola sumber daya alam ini secara berkelanjutan dan 

transparan, dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan 

lingkungan (Fitzgerald, 2017). 

Selama bertahun-tahun, sektor ini mengalami dinamika 

yang cukup kompleks. Selain sebagai penyumbang utama 

pendapatan negara melalui pajak dan ekspor energi, industri 

ekstraktif ini juga menghadapi banyak kritik terkait dampak 

lingkungan dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak 

transparan sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan 

ketidakadilan sosial, di mana masyarakat lokal tidak merasakan 

manfaat yang signifikan meskipun mereka tinggal di kawasan 

kaya energi. Selain itu, permasalahan sosial, seperti konflik antara 

pemerintah dan masyarakat lokal, sering muncul terkait 

pembagian hasil dari eksploitasi sumber daya alam ini. 

Transparansi dalam industri ekstraktif menjadi isu yang 

semakin penting di Indonesia. Banyaknya praktik korupsi, 

ketidakjelasan kontrak-kontrak yang ditandatangani antara 

pemerintah dan perusahaan, serta rendahnya akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya alam, membuat masyarakat sering kali 

kehilangan kepercayaan terhadap industri ini. Akuntabilitas juga 
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menjadi salah satu tantangan utama, terutama terkait dengan 

pengelolaan dana hasil eksploitasi sumber daya alam yang 

harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan sektor ini. Inisiatif 

seperti EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang 

diterima oleh Indonesia pada tahun 2010, berusaha untuk 

mendorong transparansi dalam industri ekstraktif, namun 

implementasi dan pemantauan yang efektif masih menjadi 

masalah besar (Levin & Lantagne, 2019). Proses transparansi ini 

juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam 

pengawasan industri ekstraktif dan memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam 

bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan. 

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, 

terutama dalam sektor minyak dan gas bumi. Kabupaten ini telah 

lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak utama 

di Indonesia, dengan beberapa ladang minyak besar yang 

tersebar di wilayahnya. Sejak ditemukannya ladang minyak 

pertama di Bojonegoro pada tahun 1930-an, daerah ini telah 

menjadi salah satu pusat produksi energi yang penting. 

Bojonegoro memiliki beberapa blok minyak yang dikelola 

oleh perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun 
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internasional, seperti PT. Pertamina dan perusahaan minyak asing 

yang beroperasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2000-an, 

produksi minyak dari Bojonegoro mencapai lebih dari 30.000 

barel per hari, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu 

penghasil minyak terbesar di Indonesia. Selain minyak, 

Bojonegoro juga dikenal memiliki potensi gas alam yang cukup 

besar, yang turut berkontribusi pada cadangan energi nasional. 

Sumber daya alam ini tentunya memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pendapatan daerah Bojonegoro. Pada tahun 

2018, sektor minyak dan gas bumi menyumbang hampir 50% dari 

total pendapatan daerah, dan sebagian besar dana tersebut 

digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan 

daerah. Dengan demikian, Bojonegoro memiliki potensi untuk 

mempercepat pembangunan infrastrukturnya dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, keuntungan 

ekonomi yang diperoleh dari sektor ini belum sepenuhnya 

dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal 

di sekitar lokasi pengeboran. 

Meskipun Bojonegoro mendapat manfaat ekonomi dari 

sektor minyak dan gas, transparansi dalam pengelolaan hasil 

eksploitasi menjadi isu yang sering diperbincangkan. Selama ini, 

masyarakat lokal sering merasa bahwa mereka tidak memperoleh 

manfaat yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh 

eksploitasi sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

transparansi dalam pembagian hasil, serta minimnya partisipasi 
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masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan sumber daya alam di daerah mereka 

(Nasution et al., 2021). 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan industri 

minyak dan gas di Bojonegoro sangat penting untuk memastikan 

bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor ini benar-benar 

digunakan untuk kepentingan masyarakat lokal dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

tantangan yang dihadapi oleh Bojonegoro tidak hanya terkait 

dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga bagaimana 

memastikan bahwa proses eksploitasi dan pembagian hasil 

dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. 

Di Indonesia, sektor minyak dan gas bumi tidak hanya 

menghadapi tantangan dari sisi teknis dalam hal eksploitasi 

sumber daya alam, tetapi juga masalah yang lebih mendalam 

terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu 

tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat 

keterbukaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam, 

baik dari sisi pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Tanpa 

adanya transparansi yang memadai, perusahaan dan pemerintah 

sering kali memiliki ruang untuk melakukan praktik-praktik yang 

merugikan masyarakat, seperti penggelapan dana atau 

pembagian hasil yang tidak adil (Bhandari & Bhattarai, 2019). 

Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini juga 

sangat rendah. Dalam banyak kasus, hasil eksploitasi minyak dan 



6 
 

gas yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat 

sering kali tidak teralokasikan dengan tepat. Sumber daya alam 

yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi 

daerah sering kali menjadi sumber konflik, ketidakadilan sosial, 

dan kerusakan lingkungan. Kurangnya pengawasan yang efektif 

terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan minyak dan gas, baik 

oleh pemerintah daerah maupun lembaga independen, 

memperburuk kondisi ini. 

Masalah transparansi dan akuntabilitas juga diperparah 

oleh faktor politik yang sering kali mempengaruhi pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan sektor ekstraktif. Politik lokal yang 

tidak stabil dan intervensi dari pihak-pihak tertentu sering kali 

menjadi penghalang bagi implementasi kebijakan yang adil dan 

transparan. Di Bojonegoro, meskipun pemerintah daerah telah 

berusaha untuk memperbaiki sistem pengelolaan minyak dan 

gas, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak 

mendapat bagian yang adil dari hasil eksploitasi tersebut. Hal ini 

juga terkait dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

dan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah (Rachman, 2020). 

Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki transparansi 

dan akuntabilitas di sektor ekstraktif sangat penting. Beberapa 

kebijakan dan inisiatif, seperti EITI (Extractive Industries 

Transparency Initiative) dan penguatan peran masyarakat dalam 

pengawasan, telah mulai diterapkan untuk mendorong 
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keterbukaan dan akuntabilitas dalam sektor ini. Namun, untuk 

mewujudkan perubahan yang signifikan, diperlukan komitmen 

yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, 

perusahaan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sumber 

daya alam yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat yang 

maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Bojonegoro, menghadapi berbagai 

masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaannya. Permasalahan ini menciptakan ketidakadilan 

dan ketimpangan yang merugikan masyarakat, pemerintah 

daerah, dan perusahaan itu sendiri. Beberapa permasalahan 

utama yang muncul dalam sektor ini antara lain: 

1. Ketidakjelasan Pembagian Hasil 

Salah satu masalah transparansi yang paling signifikan 

dalam industri minyak dan gas di Bojonegoro adalah 

ketidakjelasan dalam pembagian hasil dari eksploitasi 

sumber daya alam antara pemerintah daerah, pemerintah 

pusat, dan perusahaan. Masyarakat sering kali tidak merasa 

bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil, meskipun 

daerah mereka kaya akan sumber daya alam. Hasil dari 

industri ekstraktif seharusnya digunakan untuk membiayai 

pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, tetapi sering kali dana tersebut tidak 
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terdistribusi secara merata atau tidak sampai ke tangan 

masyarakat yang membutuhkan. 

2. Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan 

Transparansi yang rendah sering kali membuka ruang bagi 

praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh 

pihak perusahaan maupun pejabat pemerintah. Misalnya, 

dalam proses perizinan dan pengelolaan kontrak antara 

perusahaan dan pemerintah daerah, sering kali terjadi 

ketidakjelasan dan manipulasi yang merugikan 

kepentingan publik. Tanpa adanya mekanisme 

pengawasan yang kuat, banyak potensi pendapatan yang 

tidak tercatat dengan baik atau disalahgunakan untuk 

kepentingan pribadi. 

3. Keterbatasan Akses Informasi bagi Masyarakat 

Salah satu hambatan utama dalam mendorong 

transparansi di sektor ini adalah kurangnya akses informasi 

yang jelas dan terbuka bagi masyarakat. Masyarakat lokal 

di sekitar lokasi pengeboran minyak sering kali tidak 

mendapatkan informasi yang memadai mengenai aktivitas 

perusahaan, kontrak yang ditandatangani, serta aliran dana 

yang masuk ke daerah tersebut. Tanpa informasi yang 

memadai, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara 

efektif dalam proses pengawasan dan pengambilan 

keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. 
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4. Kurangnya Pengawasan yang Efektif 

Akuntabilitas dalam industri ekstraktif di Bojonegoro juga 

sering terkendala oleh kurangnya pengawasan yang 

efektif, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga 

independen. Meskipun ada regulasi yang mengatur 

pengelolaan sumber daya alam, pengawasan yang lemah 

memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap standar 

lingkungan, sosial, dan ekonomi yang telah ditetapkan. 

Selain itu, ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban 

perusahaan dan pihak terkait menyebabkan kesulitan 

dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan atau 

ketidakpatuhan terhadap aturan. 

5. Peran Teknologi dan Data dalam Meningkatkan 

Transparansi 

Teknologi informasi dan data yang lebih baik dapat 

memainkan peran penting dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. 

Namun, penerapan teknologi ini di Bojonegoro masih 

terbatas. Pemanfaatan sistem yang transparan untuk 

memantau aliran dana, aktivitas produksi, serta dampak 

sosial dan lingkungan dari eksploitasi minyak dan gas 

belum maksimal. Masyarakat dan pemerintah sering kali 

tidak memiliki alat yang memadai untuk memantau 

kegiatan industri ini secara real-time dan dengan akses 

yang mudah dipahami. 
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6. Dampak Lingkungan yang Tidak Terawasi dengan Baik 

Masalah lain yang sering muncul dalam industri minyak 

dan gas adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 

kegiatan eksploitasi. Kurangnya akuntabilitas dalam hal 

pengelolaan dampak lingkungan sering kali menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang tidak terdeteksi dengan cepat. 

Padahal, salah satu aspek penting dalam transparansi 

adalah pengelolaan dampak lingkungan yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dan 

pemerintah. 

7. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat 

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya 

alam merupakan masalah utama dalam sektor ini. 

Masyarakat sekitar wilayah penghasil minyak dan gas 

sering merasa terpinggirkan dalam perencanaan dan 

pengelolaan kegiatan eksploitasi. Hal ini menyebabkan 

ketidakpercayaan terhadap proses yang ada dan 

menghambat terciptanya solusi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, masalah utama yang perlu dipecahkan 

adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh proses yang 

melibatkan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten 

Bojonegoro berlangsung secara transparan dan akuntabel, 
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sehingga manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat 

dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan 

mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. 

Penulisan buku ini bertujuan untuk mendorong perubahan 

menuju transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri 

ekstraktif minyak dan gas bumi, dengan fokus pada Kabupaten 

Bojonegoro. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk 

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya 

kedua konsep tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam 

dan bagaimana penerapannya dapat memperbaiki pengelolaan 

industri ekstraktif di daerah tersebut. Secara lebih spesifik, tujuan 

dari penulisan buku ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pemahaman tentang Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih luas mengenai pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif, 

khususnya dalam industri minyak dan gas bumi. Pembaca 

diharapkan dapat memahami bagaimana rendahnya 

transparansi dan akuntabilitas dapat merugikan 

masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil energi 

seperti Bojonegoro. 

2. Mengidentifikasi Masalah yang Ada di Sektor Ekstraktif 
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Buku ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai 

masalah yang terjadi di sektor ekstraktif minyak dan gas 

bumi di Bojonegoro, baik dari sisi pengelolaan sumber 

daya alam, ketidakadilan sosial, maupun dampak 

lingkungan. Dengan mengidentifikasi masalah ini secara 

jelas, buku ini dapat memberikan dasar bagi upaya 

perbaikan yang lebih terstruktur dan efektif. 

3. Mendorong Implementasi Kebijakan yang Lebih 

Transparan dan Akuntabel 

Buku ini bertujuan untuk mengusulkan solusi konkret 

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik 

melalui kebijakan pemerintah, regulasi perusahaan, 

maupun peran serta masyarakat dalam pengawasan. 

Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan dari buku ini 

dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan 

pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih 

baik dalam pengelolaan industri ekstraktif. 

4. Memberikan Panduan Praktis untuk Pemerintah, 

Perusahaan, dan Masyarakat 

Buku ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis 

tentang bagaimana pihak-pihak terkait dapat 

berkolaborasi untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas di sektor ekstraktif. Ini termasuk penggunaan 
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teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan 

sistem pengawasan. 

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang luas bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri 

ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa manfaat utama 

yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat bagi Masyarakat 

Masyarakat Bojonegoro, khususnya yang tinggal di sekitar 

wilayah penghasil minyak dan gas, diharapkan dapat 

memperoleh manfaat yang lebih besar dari eksploitasi 

sumber daya alam. Dengan penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat 

memastikan bahwa hasil dari industri ekstraktif benar-

benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka, baik melalui program pembangunan daerah, 

penyediaan fasilitas publik, maupun peningkatan kualitas 

hidup secara umum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat 

dalam pengawasan industri akan memperkuat kontrol 

sosial terhadap perusahaan dan pemerintah. 

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Bagi pemerintah daerah, buku ini dapat menjadi referensi 

dalam merancang kebijakan yang lebih baik dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Dengan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat 
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menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, mengurangi 

potensi konflik sosial, dan memastikan bahwa hasil dari 

eksploitasi sumber daya alam digunakan untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dengan 

adanya sistem yang lebih transparan, kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah juga dapat 

meningkat. 

3. Manfaat bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan yang beroperasi di sektor minyak dan 

gas, buku ini memberikan wawasan tentang pentingnya 

menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan 

pemerintah melalui praktik yang transparan dan akuntabel. 

Perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka 

panjang dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti 

peningkatan reputasi perusahaan, pengurangan risiko 

konflik, dan pencapaian izin operasional yang lebih mudah. 

Selain itu, dengan meningkatkan transparansi, perusahaan 

juga dapat menghindari potensi masalah hukum dan sosial 

yang dapat merugikan keberlanjutan operasional mereka. 

4. Manfaat bagi Pembangunan Berkelanjutan di Bojonegoro 

Dengan mengimplementasikan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam sektor minyak dan gas, Bojonegoro 

dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara 

optimal untuk pembangunan berkelanjutan. Hasil yang 
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diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menjaga 

kelestarian lingkungan, dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. 

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan solusi 

terhadap masalah yang ada, tetapi juga berperan sebagai sumber 

informasi yang berguna bagi berbagai pihak untuk menciptakan 

pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan 

berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. 
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Bab 2  

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas pada 
Sektor Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi 

 

1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks Industri 

Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang meliputi sektor-sektor seperti 

pertambangan, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, 

merupakan sektor yang memiliki dampak besar terhadap 

perekonomian global dan ekonomi negara-negara penghasilnya. 

Sebagian besar negara-negara berkembang, terutama yang kaya 

akan sumber daya alam, sangat bergantung pada industri ini 

untuk menghasilkan pendapatan yang besar dan mendukung 

pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan 

pekerjaan. 

Namun, sektor ekstraktif juga sering kali dikaitkan dengan 

berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang serius, termasuk 

eksploitasi terhadap pekerja, kerusakan lingkungan, serta 

ketidakadilan distribusi hasil kekayaan alam. Salah satu isu utama 

yang muncul dalam sektor ini adalah ketidaktransparanan dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan ketidakjelasan dalam 

pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan. Ini 

mengarah pada masalah yang lebih besar terkait dengan korupsi, 

ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. 
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Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua 

konsep yang sangat penting dalam industri ekstraktif. Konsep-

konsep ini memiliki peran kunci dalam memperbaiki praktik 

dalam industri ini, serta dalam menciptakan suatu sistem yang 

lebih adil dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara 

mendalam tentang definisi transparansi dan akuntabilitas, serta 

pentingnya kedua konsep tersebut dalam sektor industri 

ekstraktif. 

Transparansi, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai 

praktik memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat 

diakses oleh publik mengenai kegiatan dan keputusan yang 

diambil oleh entitas, baik itu perusahaan ekstraktif, pemerintah, 

atau lembaga pengatur. Dalam sektor ekstraktif, transparansi 

mencakup penyediaan informasi mengenai berbagai hal, seperti: 

1. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif 

kepada pemerintah: Ini termasuk pajak, royalti, dan 

pembayaran lainnya yang diterima oleh pemerintah dari 

perusahaan yang mengelola sumber daya alam. 

2. Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri 

ekstraktif, termasuk kerusakan ekosistem, polusi, serta 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal. 
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3. Kebijakan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan 

dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan 

sumber daya alam. 

4. Pengelolaan dan distribusi pendapatan negara yang 

berasal dari sektor ekstraktif, serta alokasi dana untuk 

pembangunan sosial dan infrastruktur. 

Transparansi ini sangat penting karena memberikan 

kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya untuk memantau dan menilai kinerja perusahaan serta 

pemerintah, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Menurut Open Government Partnership (OGP, 2020), 

transparansi adalah sebuah prinsip yang mencakup menyediakan 

informasi kepada publik dalam bentuk yang dapat dipahami dan 

digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam industri ekstraktif, 

transparansi berarti bahwa semua pihak yang terlibat—baik itu 

pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat—dapat mengakses 

informasi yang akurat dan tepat waktu tentang aktivitas yang 

berlangsung. 

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjelaskan 

dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka, baik itu dalam 

konteks kebijakan, keuangan, maupun dampak lingkungan. 

Dalam sektor ekstraktif, akuntabilitas berarti bahwa perusahaan 
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dan pemerintah harus siap untuk memberikan penjelasan 

mengenai keputusan yang diambil serta bertanggung jawab atas 

segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. 

Akuntabilitas juga mencakup mekanisme untuk memantau 

dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat 

mencakup audit independen, laporan reguler tentang kinerja 

perusahaan, serta penegakan hukum terhadap praktik yang 

melanggar aturan. Akuntabilitas yang kuat juga memungkinkan 

masyarakat untuk menuntut perubahan jika terdapat 

ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang 

dijanjikan dan yang terlaksana. 

Robert Klitgaard (2012) dalam bukunya Controlling 

Corruption menekankan bahwa akuntabilitas hanya dapat 

tercapai jika ada transparansi yang memadai. Tanpa transparansi, 

akan sulit bagi pihak-pihak terkait untuk menilai apakah tindakan 

yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan, atau apakah terdapat potensi 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Salah satu alasan transparansi dan akuntabilitas sangat 

penting dalam industri ekstraktif adalah karena tingginya potensi 

terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Industri 

ekstraktif sering kali melibatkan transaksi besar yang melibatkan 

uang dan kekuasaan, sehingga rawan terhadap praktik korupsi 

yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Ketika informasi 

tentang transaksi finansial dan kebijakan pengelolaan sumber 
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daya alam tidak tersedia atau sulit diakses, pihak-pihak yang 

terlibat bisa menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan 

pribadi. 

Transparansi dapat mengurangi korupsi dengan 

memastikan bahwa informasi terkait transaksi dan keputusan 

penting dapat diakses oleh publik dan diperiksa oleh pihak yang 

berwenang. Salah satu upaya internasional yang berhasil untuk 

memastikan transparansi dalam sektor ekstraktif adalah Inisiatif 

Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), yang mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran yang dilakukan 

kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan publik untuk 

memverifikasi apakah jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan 

sesuai dengan peraturan dan kontrak yang ada, serta apakah 

pemerintah benar-benar mengalokasikan dana yang diterima 

untuk kepentingan publik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. 

(2018), negara-negara yang menerapkan standar transparansi 

seperti EITI cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan 

standar tersebut. Ini menunjukkan bahwa transparansi yang lebih 

besar dalam industri ekstraktif dapat berkontribusi pada 

pengurangan tingkat korupsi. 

Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam 

membangun kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat. Sektor ekstraktif sering kali beroperasi di daerah-
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daerah yang sensitif secara sosial dan lingkungan, di mana 

kegiatan eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang signifikan serta ketegangan dengan 

masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi yang jelas dan transparan mengenai 

dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan 

mereka. 

Ketika perusahaan bersedia untuk memberikan informasi 

yang lengkap dan terbuka, hal ini dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Coyle-

Shapiro et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan yang 

menunjukkan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dampak 

sosial dan lingkungan mereka lebih cenderung memiliki 

hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Kepercayaan 

ini, pada gilirannya, dapat mengurangi konflik sosial dan 

mempercepat proses persetujuan untuk proyek-proyek ekstraktif 

yang diperlukan. 

Industri ekstraktif, jika tidak dikelola dengan baik, dapat 

memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan 

dan masyarakat. Kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan 

deforestasi adalah beberapa contoh dampak yang sering terjadi 

akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas sangat penting 

untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas 
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dampak yang ditimbulkan dan melakukan tindakan perbaikan 

yang diperlukan. 

Transparansi dalam hal dampak lingkungan dan sosial dari 

kegiatan ekstraktif memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 

kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, hal ini juga 

memudahkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga 

pengawas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang mungkin 

timbul. 

Akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam 

memastikan bahwa perusahaan tidak hanya melaporkan dampak 

negatif yang timbul, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang 

terjadi. Jika perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, hal ini 

dapat memicu protes, boikot, atau bahkan litigasi yang dapat 

merugikan reputasi dan operasional perusahaan. 

Menurut Morse et al. (2017), perusahaan ekstraktif yang 

tidak transparan dalam melaporkan dampak lingkungan dan 

sosial mereka sering menghadapi reaksi negatif dari masyarakat 

dan akhirnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin untuk 

melanjutkan operasi mereka. 

Transparansi dalam pengelolaan pendapatan yang 

dihasilkan oleh industri ekstraktif sangat penting untuk 

memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang 
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adil dan berkelanjutan. Sektor ekstraktif dapat menghasilkan 

pendapatan yang sangat besar bagi negara, tetapi sering kali 

pendapatan tersebut tidak dikelola dengan baik. Akuntabilitas 

dalam hal ini berarti bahwa pemerintah dan perusahaan harus 

bertanggung jawab atas bagaimana pendapatan yang dihasilkan 

digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Negara-negara yang memiliki tingkat transparansi yang 

lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti 

Norwegia dan Botswana, sering kali dapat menghindari 

perangkap resource curse (kutukan sumber daya) yang sering 

melanda negara-negara dengan kekayaan alam yang melimpah 

tetapi dikelola dengan buruk. Dalam penelitian Gelb (2010), 

disebutkan bahwa transparansi yang lebih besar dalam 

pengelolaan sumber daya alam dapat mengarah pada 

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta 

pengurangan ketidaksetaraan sosial. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif 

merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dan sangat 

penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan 

berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam 

konteks ini, transparansi tidak hanya mencakup aksesibilitas 

informasi mengenai keuangan dan dampak lingkungan, tetapi 

juga mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan 
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pelaporan. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa 

perusahaan dan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam 

mengurangi korupsi, membangun kepercayaan masyarakat, dan 

memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, 

penerapan standar transparansi yang ketat dan sistem 

akuntabilitas yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan 

manfaat dari sektor ekstraktif, sambil meminimalkan dampak 

negatif yang ditimbulkan. Jika sektor ekstraktif dapat dikelola 

dengan lebih transparan dan akuntabel, maka bukan tidak 

mungkin negara-negara penghasil sumber daya alam dapat 

menikmati manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam mereka, 

sementara masyarakat luas juga mendapatkan dampak positif 

berupa pembangunan yang adil dan berkelanjutan. 

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

merupakan konsep yang semakin menjadi pusat perhatian dalam 

berbagai diskusi internasional, terutama dalam konteks ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan 

mengedepankan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini 

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini tidak hanya 

penting untuk negara-negara maju, tetapi juga sangat relevan 
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bagi negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya 

alam, khususnya negara-negara yang bergantung pada sektor 

industri ekstraktif. 

Sektor ekstraktif, yang mencakup kegiatan pertambangan, 

minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, sering kali dipandang 

sebagai sektor yang dapat memberikan kontribusi besar 

terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, sektor 

ini juga dikenal dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan, 

sosial, dan ekonomi lokal, yang berpotensi menghambat 

pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan bagaimana sektor ekstraktif dapat berperan 

dalam mendukung atau justru menghalangi tujuan tersebut. 

Pembangunan berkelanjutan pertama kali diakui secara 

internasional melalui laporan Brundtland Commission pada tahun 

1987 dalam laporan yang berjudul Our Common Future. Dalam 

laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan 

sebagai: "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini 

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Definisi ini menekankan 

tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar ini harus dijaga 

keseimbangannya agar pembangunan yang dilakukan tidak 

merusak lingkungan atau memperburuk ketidakadilan sosial di 

masa depan. 
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Menurut United Nations (2015) dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs), pembangunan berkelanjutan 

mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

sosial serta melindungi lingkungan hidup. SDGs terdiri dari 17 

tujuan utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan 

manusia, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, 

perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan. 

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

1. Pilar Ekonomi: Pilar ini menekankan pentingnya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan 

kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. 

2. Pilar Sosial: Pilar sosial berkaitan dengan keadilan sosial 

dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Ini 

mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan 

komunitas, serta perlindungan terhadap kelompok yang 

paling rentan, seperti masyarakat miskin dan minoritas. 

3. Pilar Lingkungan: Pilar ini berfokus pada pentingnya 

pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber 

daya alam secara bijaksana. Ini mencakup pengurangan 

emisi karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, 
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pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pencegahan 

kerusakan lingkungan lainnya. 

Jackson (2011) dalam bukunya Prosperity Without Growth 

menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi harus dijalankan 

dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya memperhatikan 

keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Tujuan pembangunan berkelanjutan berfokus pada 

pencapaian kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik 

sekarang maupun di masa depan. United Nations (2015) melalui 

SDGs merumuskan 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek 

pembangunan, dengan tujuan utama untuk mengakhiri 

kemiskinan dan kelaparan, memperbaiki kualitas pendidikan dan 

kesehatan, dan melindungi bumi dari kerusakan lingkungan. 

Beberapa tujuan yang lebih spesifik dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan adalah: 

1. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Tujuan ini bertujuan 

untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, 

termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang 

layak, serta peningkatan kualitas hidup di berbagai lapisan 

masyarakat. 

2. Memastikan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: 

Tujuan ini berfokus pada bagaimana mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya alam dan meminimalkan 
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dampak negatif terhadap lingkungan, yang sangat relevan 

dengan sektor ekstraktif. 

3. Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem: Tujuan 

ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati 

dan memastikan bahwa kegiatan manusia, termasuk 

eksploitasi sumber daya alam, dilakukan dengan cara yang 

tidak merusak ekosistem. 

4. Memperkuat Kemitraan Global: Tujuan ini menekankan 

pentingnya kerjasama internasional dalam mencapai 

pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal investasi 

dan transfer teknologi. 

Industri ekstraktif memiliki peran yang sangat penting 

dalam ekonomi global, mengingat sektor ini memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan 

lapangan kerja, dan penyediaan bahan baku bagi sektor industri 

lainnya. Namun, sektor ini juga sering dikritik karena dampak 

negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami bagaimana sektor ekstraktif dapat 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, serta tantangan 

yang dihadapi dalam mencapainya. 

Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan 

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja: 

Industri ekstraktif dapat memberikan kontribusi signifikan 
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terhadap ekonomi negara, terutama negara-negara 

berkembang yang kaya akan sumber daya alam. 

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif sering 

kali digunakan untuk mendanai pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor sosial lainnya. 

Selain itu, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja bagi 

jutaan orang, baik langsung di perusahaan ekstraktif 

maupun dalam sektor-sektor terkait seperti transportasi 

dan jasa. 

2. Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Bahan Baku: Sektor 

ekstraktif juga memberikan kontribusi terhadap 

pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku untuk 

sektor industri. Minyak, gas, dan mineral lainnya digunakan 

dalam berbagai sektor produksi, mulai dari energi, 

manufaktur, hingga teknologi tinggi. 

Namun, kontribusi sektor ekstraktif terhadap 

pembangunan berkelanjutan tidak selalu berjalan mulus. 

Seringkali, dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam 

menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Dampak Negatif Industri Ekstraktif terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan 

1. Kerusakan Lingkungan: Kegiatan ekstraktif sering kali 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, seperti 

deforestasi, pencemaran air, tanah, dan udara, serta 
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hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut International 

Institute for Environment and Development (IIED, 2020), 

aktivitas pertambangan dan pengeboran minyak dapat 

merusak ekosistem yang sangat sensitif, seperti hutan 

hujan tropis dan lahan basah, yang penting untuk 

pengaturan iklim dan keanekaragaman hayati. 

2. Pengabaian Terhadap Komunitas Lokal: Masyarakat yang 

tinggal di sekitar area ekstraksi sering kali menjadi korban 

dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

perusahaan ekstraktif. Mereka mungkin mengalami 

penggusuran paksa, kehilangan mata pencaharian, atau 

terpapar polusi yang dapat merusak kesehatan mereka. 

Tosun et al. (2017) mencatat bahwa dalam banyak kasus, 

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif tidak 

dibagikan dengan adil kepada masyarakat lokal. 

3. Kekayaan Alam yang Tidak Berkelanjutan: Industri 

ekstraktif sering kali bersifat eksploitasi dan berorientasi 

pada keuntungan jangka pendek, yang menyebabkan 

ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak 

terbarukan. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, sumber 

daya alam ini dapat habis, meninggalkan kerugian yang tak 

terpulihkan bagi masyarakat dan lingkungan. 

Untuk memastikan bahwa industri ekstraktif dapat 

mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu ada perubahan 
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dalam cara sektor ini dikelola. Beberapa prinsip yang perlu 

diterapkan adalah: 

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertanggung Jawab: 

Sumber daya alam harus dikelola dengan cara yang 

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan 

ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ini termasuk 

penerapan praktik ramah lingkungan dalam operasi 

pertambangan dan pengeboran, serta pemulihan lahan 

pasca-eksploitasi. 

2. Penggunaan Teknologi Bersih dan Efisien: Industri 

ekstraktif dapat berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi yang 

mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan 

efisiensi energi. Teknologi ini dapat mencakup 

penggunaan energi terbarukan, proses produksi yang 

lebih bersih, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. 

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Perusahaan ekstraktif 

harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak 

kegiatan mereka mendapat manfaat langsung dari 

pendapatan yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan 

membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan dan 

pelatihan, serta berinvestasi dalam program kesehatan 

masyarakat. 
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4. Transparansi dan Akuntabilitas: Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas sangat penting 

untuk memastikan bahwa pendapatan dari industri 

ekstraktif digunakan dengan bijaksana. Penerapan standar 

transparansi global seperti Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI) dapat membantu mencegah 

korupsi dan memastikan bahwa pendapatan dari sumber 

daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang 

sangat relevan dalam konteks pengelolaan industri ekstraktif. 

Sektor ekstraktif dapat berkontribusi besar terhadap 

pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 

pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku. Namun, sektor ini 

juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan dan masyarakat, yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam pengelolaan industri ekstraktif, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, adopsi 

teknologi bersih, pemberdayaan komunitas lokal, serta 

penerapan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan 

yang tepat, industri ekstraktif dapat menjadi sektor yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan, bukan 

menghambatnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan 
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berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global 

yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

3. Kerangka Hukum dan Kebijakan 

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor 

yang paling vital dalam perekonomian dunia. Di berbagai negara, 

terutama yang kaya akan sumber daya alam, sektor ini 

berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, penyediaan 

energi, dan pembangunan ekonomi. Namun, sektor ini juga 

seringkali terlibat dalam isu-isu besar seperti dampak lingkungan, 

ketidakadilan sosial, dan korupsi, yang menciptakan kebutuhan 

mendesak akan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan 

efektif. Dalam konteks ini, aturan dan regulasi yang berlaku untuk 

sektor minyak dan gas sangat penting untuk mengelola potensi 

risiko dan memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya alam ini memberikan manfaat yang adil dan 

berkelanjutan bagi masyarakat. 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama dalam 

pengelolaan sektor minyak dan gas, karena ketidakjelasan dalam 

aliran pendapatan dan keputusan yang tidak transparan dapat 

memicu penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Oleh 

karena itu, penerapan kebijakan dan undang-undang yang 

menjamin transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang 

sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, 

mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 



34 
 

Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam 

mengenai aturan dan regulasi yang mengatur sektor minyak dan 

gas bumi, serta undang-undang dan kebijakan terkait 

transparansi dan akuntabilitas. Kami akan mengulas berbagai 

regulasi internasional dan nasional yang diterapkan di negara-

negara penghasil minyak, serta dampak dan tantangan yang 

dihadapi dalam implementasinya. Referensi dari buku dan jurnal 

internasional dalam 10 tahun terakhir akan digunakan untuk 

memberikan wawasan dan perspektif yang lebih komprehensif 

mengenai topik ini. 

Sektor minyak dan gas bumi tidak hanya diatur oleh hukum 

nasional, tetapi juga oleh aturan internasional yang bertujuan 

untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dari 

sumber daya alam ini. Beberapa inisiatif global memiliki peranan 

penting dalam membentuk kerangka hukum dan kebijakan sektor 

ini.  

EITI adalah salah satu inisiatif internasional yang paling 

penting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam 

industri ekstraktif, termasuk sektor minyak dan gas. EITI 

mendorong negara-negara penghasil sumber daya alam untuk 

mempublikasikan informasi mengenai pendapatan yang diterima 

dari kegiatan ekstraktif, termasuk dari perusahaan-perusahaan 

minyak dan gas. Inisiatif ini telah diadopsi oleh lebih dari 50 

negara dan bertujuan untuk mencegah korupsi, meningkatkan 



35 
 

akuntabilitas, dan memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini 

digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut laporan EITI (2020), lebih dari 50 negara telah 

mengadopsi standar transparansi ini. Negara-negara ini 

diwajibkan untuk mempublikasikan laporan tahunan yang merinci 

bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif dibagikan antara 

negara dan perusahaan, serta bagaimana aliran pendapatan 

tersebut digunakan. Pengawasan independen terhadap laporan 

ini dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang terkait. 

• International Finance Corporation (IFC) dan World Bank 

IFC, sebagai lembaga keuangan internasional yang 

terafiliasi dengan Bank Dunia, memiliki pedoman yang dirancang 

untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan yang dapat 

ditimbulkan oleh proyek-proyek yang dibiayai oleh lembaga ini, 

termasuk proyek-proyek sektor minyak dan gas. Pedoman ini 

mencakup kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi 

manusia, memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang 

terdampak, serta mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan 

oleh operasi mereka. 

World Bank juga memiliki program yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa negara-negara penghasil minyak dan gas 

mengelola sumber daya mereka dengan bijaksana. Program ini 

melibatkan pemberian dana kepada negara-negara berkembang 
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untuk memperkuat pengelolaan sektor minyak dan gas melalui 

kebijakan yang transparan dan berkelanjutan. 

• United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGPs) 

UNGPs adalah pedoman internasional yang memberikan 

prinsip-prinsip dasar bagi perusahaan untuk menghormati hak 

asasi manusia dalam operasi mereka, termasuk perusahaan yang 

bergerak di sektor minyak dan gas. Prinsip-prinsip ini 

menekankan perlunya perusahaan untuk mengambil langkah-

langkah yang memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan 

pelanggaran hak asasi manusia, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, melalui aktivitas mereka. 

Di samping regulasi internasional, setiap negara penghasil 

minyak dan gas bumi memiliki aturan yang berlaku di dalam 

negeri. Kerangka hukum ini sering kali mencerminkan 

karakteristik spesifik dari negara tersebut, termasuk struktur 

politik, kondisi sosial-ekonomi, serta prioritas nasional dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 

• Norwegia: Pengelolaan Minyak yang Bijaksana 

Norwegia adalah salah satu negara yang dianggap 

memiliki model terbaik dalam pengelolaan sektor minyak dan gas 

bumi. Negara ini mengatur sektor ini melalui Petroleum Act yang 

pertama kali diberlakukan pada tahun 1996, yang memberikan 

kerangka hukum untuk eksplorasi dan produksi minyak serta gas 
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di lepas pantai Norwegia. Selain itu, Norwegia juga memiliki 

Government Pension Fund Global, yang menggunakan 

pendapatan dari sektor minyak untuk membiayai berbagai 

program pembangunan sosial dan infrastruktur di masa depan. 

Model Norwegia ini banyak dipuji karena memadukan 

pengelolaan yang transparan dengan keberlanjutan ekonomi 

jangka panjang. 

• Arab Saudi: Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh 

Perusahaan Negara 

Di Arab Saudi, sektor minyak dan gas dikelola sepenuhnya 

oleh perusahaan negara, Saudi Aramco. Perusahaan ini 

mengontrol mayoritas sumber daya energi di negara tersebut dan 

bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, serta distribusi 

minyak dan gas. Di bawah Royal Decree No. M/1 of 1933, Arab 

Saudi memberikan hak eksklusif kepada perusahaan negara 

untuk mengelola sektor minyak dan gas. Selain itu, kebijakan 

negara ini juga mencakup pengelolaan pendapatan dari minyak 

yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur 

dan program sosial. 

• Indonesia: Kerangka Hukum untuk Industri Hulu Minyak 

dan Gas 

Di Indonesia, sektor minyak dan gas dikelola oleh Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (SKK Migas), yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 



38 
 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini 

mengatur hak dan kewajiban negara, perusahaan, serta 

masyarakat terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

minyak dan gas. Di Indonesia, pengelolaan sektor minyak dan gas 

juga memerlukan transparansi, dan ada upaya untuk memastikan 

bahwa pendapatan dari sektor ini digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU). 

Selain mengatur aspek keuangan dan ekonomi, regulasi 

dalam sektor minyak dan gas juga mencakup perlindungan 

terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. 

Pengelolaan yang baik dalam hal ini akan memastikan bahwa 

sektor minyak dan gas tidak hanya menguntungkan dalam jangka 

pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat dan lingkungan. 

• Environmental Impact Assessment (EIA) 

EIA adalah proses yang diwajibkan oleh banyak negara 

untuk menilai dampak lingkungan dari proyek-proyek besar, 

termasuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. 

Dalam banyak kasus, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk 

menyusun laporan EIA yang rinci sebelum izin eksplorasi atau 

produksi diberikan. Laporan ini harus mencakup analisis tentang 

bagaimana proyek tersebut dapat memengaruhi ekosistem, 

kualitas udara dan air, serta dampak sosial terhadap masyarakat 

lokal. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan 
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lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas 

industri minyak dan gas. 

• International Standards on Environmental Management 

Standar internasional, seperti ISO 14001 dan ISO 26000, 

menyediakan pedoman bagi perusahaan minyak dan gas untuk 

mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. 

ISO 14001 memberikan kerangka kerja untuk sistem manajemen 

lingkungan, sedangkan ISO 26000 memberikan pedoman 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Implementasi standar ini diharapkan dapat meminimalkan polusi, 

mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. 

Pengelolaan sektor minyak dan gas yang transparan dan 

akuntabel sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan 

sumber daya alam dan memastikan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan digunakan secara bijaksana untuk kesejahteraan 

masyarakat. Beberapa kebijakan dan undang-undang yang terkait 

dengan transparansi dalam sektor ini mencakup: 

• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

EITI adalah kebijakan internasional yang mendorong 

transparansi aliran pendapatan dari sektor ekstraktif. Negara-

negara yang berpartisipasi dalam EITI diwajibkan untuk 

mempublikasikan laporan tentang pendapatan yang diterima dari 

sektor ekstraktif dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat 
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diakses oleh publik. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan 

korupsi dan meningkatkan akuntabilitas sektor ekstraktif. 

• Freedom of Information Act (FOIA) 

FOIA di beberapa negara memberikan akses publik 

terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, 

termasuk aliran pendapatan dari sektor minyak dan gas. Dengan 

kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang 

relevan tentang bagaimana pendapatan negara dari sektor 

ekstraktif digunakan dan bagaimana keputusan-keputusan terkait 

sumber daya alam diambil. 

Akuntabilitas dalam sektor minyak dan gas mengharuskan 

perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk bertanggung 

jawab atas penggunaan sumber daya alam yang mereka kelola. 

Beberapa kebijakan yang mendukung akuntabilitas ini meliputi: 

• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 

FCPA adalah undang-undang AS yang melarang 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham AS untuk 

terlibat dalam praktik suap dan korupsi dalam transaksi bisnis 

internasional, termasuk di sektor minyak dan gas. Undang-

undang ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

mengurangi praktik korupsi di sektor ekstraktif. 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
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Pedoman OECD ini memberikan prinsip-prinsip yang 

harus diikuti oleh perusahaan multinasional, termasuk 

perusahaan minyak dan gas, dalam menjalankan operasional 

mereka secara etis dan bertanggung jawab. Pedoman ini 

menekankan perlunya perusahaan untuk bertanggung jawab atas 

dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

kegiatan mereka. 

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sektor 

minyak dan gas bumi sangat penting untuk memastikan 

pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. 

Regulasi internasional seperti EITI dan pedoman dari lembaga-

lembaga internasional lainnya, serta kebijakan nasional yang 

diberlakukan oleh negara-negara penghasil minyak, memberikan 

landasan yang kuat bagi pengelolaan sektor ini. Keberhasilan 

implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam 

sektor minyak dan gas dapat mengurangi korupsi, meningkatkan 

kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pendapatan dari 

sektor ekstraktif digunakan untuk pembangunan yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 
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Bab 3 

Profil Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di 
Kabupaten Bojonegoro: Tantangan dan Peluang 

untuk Pembangunan Berkelanjutan 
 

Industri ekstraktif, khususnya sektor minyak dan gas bumi, 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian 

Indonesia. Di banyak wilayah Indonesia, industri ini menjadi salah 

satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

lapangan pekerjaan, dan berkontribusi besar terhadap 

pendapatan negara. Salah satu daerah yang dikenal dengan 

potensi besar di sektor minyak dan gas bumi adalah Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki cadangan 

minyak yang cukup signifikan, yang telah dikelola melalui 

kerjasama antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar 

di industri minyak dan gas bumi. 

Dalam analisis ini, kita akan mengulas profil industri 

ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, 

menelusuri peran sektor ini dalam perekonomian daerah, 

tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan regulasi yang 

mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam tersebut. Untuk 

memberikan perspektif yang lebih dalam, analisis ini akan 

mengacu pada berbagai referensi dari buku dan jurnal 

internasional dalam 10 tahun terakhir. 
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Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang dikenal 

sebagai pusat produksi minyak di Provinsi Jawa Timur. Sumber 

daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, terutama 

minyak bumi, telah memberikan kontribusi besar terhadap 

pendapatan daerah dan sektor ekonomi lainnya. Eksplorasi dan 

produksi minyak di Bojonegoro telah dilakukan sejak lama, 

dengan berbagai perusahaan minyak yang terlibat dalam 

pengelolaan cadangan minyak di wilayah ini. 

Industri minyak dan gas bumi di Bojonegoro bermula sejak 

ditemukannya cadangan minyak di beberapa wilayah di 

kabupaten ini. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Blok 

Cepu, yang telah menjadi pusat eksplorasi dan produksi minyak 

di Bojonegoro. Blok Cepu dioperasikan oleh PT. ExxonMobil 

Cepu Limited (EMCL) bersama dengan Pertamina. Blok Cepu 

memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar, 

menjadikannya sebagai salah satu blok migas strategis di 

Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia dan 

perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil dan Pertamina 

terus melakukan eksplorasi dan peningkatan produksi minyak di 

daerah ini. Produksi minyak dari Blok Cepu telah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bojonegoro, 

seperti lapangan pekerjaan dan peningkatan fasilitas publik. 
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Industri minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro 

memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian 

lokal. Salah satu dampak utama adalah kontribusinya terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini juga mendukung sektor-

sektor lain seperti perdagangan, konstruksi, dan perhotelan, yang 

tumbuh pesat seiring dengan perkembangan industri migas. 

Selain itu, Bojonegoro juga mengalami peningkatan infrastruktur, 

seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang 

sebagian besar dibiayai melalui dana dari sektor migas. 

Produksi minyak yang cukup besar di Blok Cepu 

memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga Bojonegoro. 

Banyak warga lokal yang terlibat langsung dalam berbagai aspek 

operasi industri minyak, baik dalam pekerjaan konstruksi, 

operasional lapangan, hingga pekerjaan administratif dan 

pendukung lainnya. Oleh karena itu, sektor migas menjadi 

sumber utama pendapatan dan mata pencaharian bagi 

masyarakat setempat. 

Namun demikian, meskipun sektor ini memberikan 

keuntungan ekonomi, ada juga tantangan sosial dan ekonomi 

yang muncul. Kesenjangan sosial sering kali muncul antara 

mereka yang terlibat langsung dalam industri ini dan masyarakat 

yang tidak memperoleh manfaat langsung dari sektor migas. 

Selain itu, ketergantungan pada sektor minyak dan gas bumi 

dapat berisiko tinggi, karena harga minyak yang fluktuatif dapat 

mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. 
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Di balik manfaat ekonomi yang diberikan oleh sektor 

minyak dan gas bumi di Bojonegoro, sektor ini juga menimbulkan 

tantangan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan. Salah 

satu isu utama yang dihadapi adalah dampak lingkungan dari 

kegiatan ekstraksi minyak, seperti polusi udara dan air, serta 

potensi kerusakan ekosistem sekitar. Pengelolaan limbah industri 

minyak yang tidak tepat dapat merusak tanah dan sumber daya 

air, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kehidupan 

masyarakat setempat. 

Bojonegoro, sebagai daerah penghasil minyak, 

menghadapi tekanan untuk menjaga keseimbangan antara 

eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah penerapan prinsip-prinsip 

keberlanjutan dalam industri migas, termasuk upaya untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak 

lingkungan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi dampak 

negatif dari aktivitas industri minyak dan gas di daerah ini. 

Pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten 

Bojonegoro diatur oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu regulasi 

yang mengatur sektor ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menjadi landasan 

hukum bagi pengelolaan sumber daya alam ini di Indonesia. 
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Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada 

pemerintah pusat untuk mengelola sektor migas, sementara 

daerah dapat berperan dalam pengawasan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang berada di wilayahnya. 

Selain itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga memiliki peran 

penting dalam pengelolaan industri migas di Indonesia, termasuk 

di Bojonegoro. SKK Migas bertanggung jawab untuk mengawasi 

eksplorasi dan produksi minyak di Blok Cepu dan daerah lainnya. 

Salah satu peran penting SKK Migas adalah memastikan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan transparan dan 

akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi 

masyarakat. 

Meskipun sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten 

Bojonegoro memberikan kontribusi besar terhadap 

perekonomian lokal, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan 

ke depan. Salah satu tantangan terbesar adalah fluktuasi harga 

minyak dunia, yang dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor 

ini. Ketergantungan yang tinggi pada sektor migas juga dapat 

menjadi masalah apabila harga minyak menurun atau terjadi 

penurunan dalam cadangan minyak yang dapat dieksploitasi. 

Selain itu, isu-isu lingkungan dan sosial juga perlu 

mendapatkan perhatian serius. Pengelolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar dampak negatif 

terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Inovasi 
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dalam teknologi energi terbarukan dan diversifikasi ekonomi 

menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa 

Bojonegoro tidak terlalu bergantung pada sektor migas di masa 

depan. 

Industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Kabupaten 

Bojonegoro memainkan peran yang sangat penting dalam 

perekonomian lokal, memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan 

mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, sektor ini juga 

membawa tantangan terkait dengan dampak sosial dan 

lingkungan yang harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. 

Pengelolaan sektor migas yang transparan, akuntabel, dan 

berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat 

dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan 

sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 

dan regulasi lainnya, memiliki peranan penting dalam 

menciptakan tata kelola yang baik di sektor ini. Selain itu, 

tantangan besar terkait dengan fluktuasi harga minyak dan 

dampak lingkungan harus dihadapi dengan pendekatan yang 

lebih holistik, termasuk diversifikasi ekonomi dan penerapan 

teknologi ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, 

Bojonegoro perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk 

mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan beralih ke 
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energi yang lebih berkelanjutan demi masa depan yang lebih 

stabil dan sejahtera bagi masyarakat. 

1. Sejarah dan Perkembangan Industri di Bojonegoro 

Bojonegoro, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia, memiliki peran penting dalam industri ekstraktif, 

khususnya minyak dan gas bumi. Sumber daya alam yang kaya 

telah mengubah Bojonegoro menjadi salah satu pusat produksi 

minyak terbesar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, 

eksplorasi dan produksi minyak di daerah ini telah mengalami 

berbagai perkembangan yang berdampak signifikan terhadap 

perekonomian daerah, kebijakan pemerintah, dan kehidupan 

sosial masyarakat. Dalam analisis ini, kami akan mengulas sejarah 

awal eksplorasi dan produksi minyak serta gas di Bojonegoro, 

serta bagaimana perkembangan sektor ekstraktif ini 

memengaruhi ekonomi daerah dan tantangan yang dihadapi 

dalam beberapa dekade terakhir. Buku dan jurnal internasional 

yang relevan akan digunakan sebagai rujukan untuk mendalami 

topik ini lebih dalam. 

Eksplorasi minyak di Bojonegoro dimulai pada awal abad 

ke-20. Pada tahun 1930-an, perusahaan-perusahaan minyak 

Belanda mulai melakukan eksplorasi di wilayah ini, yang pada 

akhirnya mengarah pada penemuan cadangan minyak yang 

cukup besar. Penemuan tersebut membuka peluang bagi 

pengembangan industri migas di Indonesia, terutama di wilayah 

Jawa Timur. 
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Penemuan pertama minyak di Bojonegoro terjadi di Blok 

Cepu, yang terletak di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan 

Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blok Cepu menjadi titik awal yang 

menandai dimulainya sejarah panjang industri ekstraktif di 

Bojonegoro. Eksplorasi awal yang dilakukan oleh Royal Dutch 

Shell dan Chevron pada tahun 1960-an berbuah penemuan 

cadangan minyak yang cukup besar, sehingga mendorong kedua 

perusahaan tersebut untuk mengembangkan fasilitas produksi 

minyak. 

Perusahaan-perusahaan Belanda dan Amerika yang 

beroperasi di Indonesia saat itu mengelola dan mengembangkan 

ladang-ladang minyak di Bojonegoro, yang telah memberi 

kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, baik pada 

tingkat nasional maupun daerah. Pada saat itu, Bojonegoro belum 

sepenuhnya dikenal sebagai daerah penghasil minyak besar, 

tetapi potensi yang ada sudah mulai menarik perhatian banyak 

pihak. 

Pada tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di Blok Cepu melakukan peningkatan eksplorasi yang 

lebih serius. ExxonMobil dan Pertamina mulai menandatangani 

kontrak-kontrak yang memungkinkan mereka mengelola 

cadangan minyak yang lebih besar dan lebih efektif. Blok Cepu, 

yang dioperasikan oleh PT ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) 

bersama dengan Pertamina, menjadi salah satu proyek migas 

terbesar di Indonesia. 
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Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia melalui SKK Migas 

mengeluarkan kebijakan yang memberikan hak eksplorasi dan 

produksi minyak di Blok Cepu kepada ExxonMobil dan Pertamina. 

Di bawah kontrak kerjasama ini, Bojonegoro mulai mengalami 

peningkatan signifikan dalam produksi minyak, yang 

berkontribusi pada pendapatan daerah dan negara. Produksi 

minyak di Blok Cepu menjadi salah satu kontributor utama bagi 

cadangan minyak Indonesia. 

Seiring dengan berkembangnya eksplorasi dan produksi 

minyak, Bojonegoro mengalami berbagai perubahan signifikan, 

baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dampak positif yang 

pertama adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) 

yang diperoleh dari sektor ekstraktif. Kabupaten Bojonegoro 

memperoleh dana yang cukup besar dari pajak dan royalti yang 

berasal dari hasil produksi minyak, yang digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. 

Sektor minyak dan gas bumi di Bojonegoro juga 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan penduduk lokal. 

Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada sektor migas, 

tetapi juga melibatkan sektor-sektor pendukung seperti 

konstruksi, perdagangan, dan jasa. Pengembangan infrastruktur, 

seperti perbaikan jalan raya, pembangunan fasilitas kesehatan, 

dan fasilitas pendidikan, juga turut didorong oleh pendapatan 

yang berasal dari sektor migas. 
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Namun demikian, meskipun sektor migas memberikan 

keuntungan ekonomi, ada beberapa tantangan yang dihadapi 

oleh masyarakat setempat. Ketimpangan sosial antara mereka 

yang terlibat langsung dalam industri migas dan yang tidak 

terlibat menjadi isu penting, serta ketergantungan pada sektor 

minyak yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. 

Pada dekade 2000-an, Bojonegoro melihat perkembangan 

pesat dalam sektor ekstraktif, terutama di sektor minyak dan gas. 

Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas dan Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral berusaha untuk meningkatkan investasi 

dalam eksplorasi dan produksi migas. Peningkatan produksi 

minyak di Blok Cepu tidak hanya memberikan keuntungan bagi 

pemerintah, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Bojonegoro melalui program-program CSR yang 

dijalankan oleh perusahaan-perusahaan migas. 

Pada tahun 2011, produksi minyak di Blok Cepu mencapai 

lebih dari 200.000 barel per hari, menjadikannya salah satu blok 

migas dengan produksi tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini 

membawa dampak yang sangat positif bagi perekonomian 

daerah dan nasional. Namun, selain keuntungan, Bojonegoro 

juga menghadapi tantangan besar, yaitu meningkatnya dampak 

lingkungan akibat aktivitas industri migas yang lebih intensif. 

Meskipun sektor minyak membawa dampak ekonomi yang 

positif, perkembangan pesat industri ekstraktif di Bojonegoro 

juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. 
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Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah polusi udara 

dan pencemaran air yang dihasilkan dari operasi pengeboran dan 

pengolahan minyak. Pengelolaan limbah yang buruk dan risiko 

tumpahan minyak mengancam kualitas air dan tanah yang ada di 

sekitar area produksi. 

Dari sisi sosial, meskipun sektor ini menciptakan banyak 

lapangan pekerjaan, ketimpangan sosial tetap menjadi masalah. 

Ada kelompok masyarakat yang mendapat manfaat besar dari 

industri ini, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan dan 

tidak memperoleh keuntungan yang adil dari pengelolaan 

sumber daya alam yang ada. 

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia 

telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata 

kelola sumber daya alam, termasuk sektor minyak dan gas bumi. 

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan 

sektor migas. Program-program seperti Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI) juga diterapkan untuk memastikan 

bahwa aliran pendapatan dari sektor migas dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Penerapan regulasi yang lebih ketat terkait dengan 

dampak lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), telah dilakukan untuk mengurangi dampak 

negatif dari aktivitas industri ekstraktif. Namun, implementasi 

kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait 
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dengan pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal 

di tingkat daerah. 

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas, telah menjadi 

tulang punggung perekonomian Bojonegoro. Namun, dengan 

semakin berkurangnya cadangan minyak yang dapat 

dieksploitasi dan fluktuasi harga minyak yang tidak stabil, 

Bojonegoro perlu mulai mempertimbangkan diversifikasi 

ekonomi dan transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. 

Inovasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin 

dapat menjadi alternatif yang menjanjikan bagi Kabupaten 

Bojonegoro di masa depan. 

Pemerintah daerah juga telah mengupayakan program-

program yang dapat membantu masyarakat beralih dari 

ketergantungan pada sektor migas, seperti program pelatihan 

keterampilan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya 

alam lainnya. 

Sejarah dan perkembangan industri ekstraktif minyak dan 

gas bumi di Bojonegoro menunjukkan bagaimana sektor ini telah 

memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, 

menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong 

pembangunan infrastruktur. Namun, sektor ini juga membawa 

tantangan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang 

perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih baik dan transparansi 

yang lebih tinggi. 
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Melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, pemerintah 

Indonesia dapat memastikan bahwa sektor ekstraktif di 

Bojonegoro dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi 

masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang 

merugikan. Sementara itu, penting bagi Bojonegoro untuk 

memulai langkah-langkah diversifikasi ekonomi, agar tidak terlalu 

bergantung pada sektor migas dan dapat menghadapi tantangan 

ekonomi global yang terus berubah. 

2. Potensi Sumber Daya Alam di Bojonegoro 

Bojonegoro, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang 

sangat signifikan, khususnya di sektor ekstraktif minyak dan gas 

bumi. Keberadaan cadangan minyak dan gas di wilayah ini telah 

menjadikannya salah satu pusat produksi energi utama di 

Indonesia. Selain memberikan kontribusi besar terhadap 

ekonomi Indonesia, eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro 

juga menimbulkan dampak yang kompleks bagi masyarakat lokal, 

baik positif maupun negatif. Dalam analisis ini, kami akan 

mengulas potensi sumber daya alam yang ada di Bojonegoro, 

terutama minyak dan gas bumi, serta dampak dari eksploitasi 

sektor ekstraktif terhadap ekonomi dan masyarakat lokal di 

daerah tersebut. 

Bojonegoro memiliki cadangan minyak bumi yang cukup 

besar dan strategis, yang terletak di Blok Cepu. Blok ini 

merupakan salah satu blok migas terbesar di Indonesia, dengan 
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cadangan minyak yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro dan 

Blora, Jawa Tengah. Minyak yang diproduksi di Bojonegoro 

sebagian besar berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh 

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Pertamina. Pada tahun 

2021, produksi minyak di Blok Cepu diperkirakan mencapai lebih 

dari 200.000 barel per hari, menjadikannya salah satu ladang 

minyak terbesar di Indonesia. 

Eksplorasi minyak pertama kali dilakukan oleh perusahaan 

Belanda pada tahun 1930-an, namun perkembangan besar baru 

terjadi pada dekade 1970-an dan seterusnya. Sejak saat itu, 

Bojonegoro menjadi salah satu pusat penghasil minyak utama di 

Indonesia. Potensi cadangan minyak yang masih ada di Blok Cepu 

diperkirakan cukup besar, dan eksploitasi lebih lanjut 

diperkirakan dapat berlangsung hingga beberapa dekade 

mendatang. 

Sebagai contoh, cadangan minyak di Bojonegoro diduga 

memiliki kualitas yang relatif baik, dengan kadar sulfur yang 

rendah dan konsentrasi gas yang cukup rendah. Hal ini 

menjadikannya lebih mudah untuk diproduksi dan diolah. Oleh 

karena itu, Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang sangat 

diminati oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional dan 

internasional. 

Selain minyak bumi, Bojonegoro juga memiliki potensi gas 

alam yang signifikan. Gas yang ditemukan di daerah ini sebagian 

besar berada di dekat cadangan minyak, dan sering kali 
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dieksploitasi bersamaan dengan minyak bumi. Pengelolaan gas 

alam ini melibatkan pembangunan fasilitas pemrosesan dan 

distribusi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk 

mengalirkan gas ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik. 

Dalam beberapa tahun terakhir, gas alam di Bojonegoro 

telah digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik dan 

industri. Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas terus berupaya 

untuk mengoptimalkan potensi gas alam yang ada dengan 

memfokuskan pengembangan infrastruktur gas untuk 

mendukung sektor energi dalam negeri. 

Ketersediaan gas alam yang melimpah juga membuka 

peluang untuk Bojonegoro menjadi salah satu pusat energi yang 

penting, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor ke 

luar negeri. Namun, seperti halnya dengan eksploitasi minyak, 

pengelolaan sumber daya gas alam di Bojonegoro menghadapi 

tantangan yang serupa, terutama terkait dengan dampak 

lingkungan dan sosial. 

Eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas 

bumi, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi 

daerah Bojonegoro dan masyarakat lokal. Dampak tersebut dapat 

dilihat dalam beberapa aspek berikut: 

1. Dampak Ekonomi: Pertumbuhan dan Ketergantungan pada 

Sektor Ekstraktif 
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Sektor minyak dan gas bumi menjadi kontributor utama 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Dengan 

pendapatan yang diperoleh dari pajak, royalti, dan dana bagi 

hasil migas, pemerintah daerah Bojonegoro memperoleh sumber 

daya finansial yang cukup besar. Pendapatan daerah ini telah 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, 

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. 

Bojonegoro menjadi lebih modern dan berkembang 

berkat sektor migas. Program-program pemerintah yang didanai 

dari hasil eksploitasi migas telah meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Contohnya adalah peningkatan kualitas pendidikan 

dan akses kesehatan, yang sejalan dengan aliran dana dari sektor 

migas. 

Namun, ketergantungan yang berlebihan pada sektor 

ekstraktif ini juga membawa risiko bagi ekonomi daerah. Fluktuasi 

harga minyak dunia dan berkurangnya cadangan minyak yang 

dapat dieksploitasi akan mempengaruhi kestabilan ekonomi 

Bojonegoro. Oleh karena itu, penting bagi Bojonegoro untuk 

melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung 

pada sektor migas, yang rentan terhadap perubahan harga dan 

pasokan global. 

Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata dari 

hasil eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan 

ketimpangan sosial. Sebagian besar manfaat dari sumber daya 

alam ini hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat langsung 
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dalam sektor migas, sementara masyarakat lainnya mungkin tidak 

merasakan dampak positif yang sama. Oleh karena itu, 

pemerataan manfaat ekonomi harus menjadi prioritas dalam 

kebijakan pengelolaan sumber daya alam. 

2. Dampak Sosial: Masyarakat Lokal dan Kualitas Hidup 

Eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro telah 

membawa dampak sosial yang signifikan, baik positif maupun 

negatif. Dampak positif yang dapat dilihat adalah peningkatan 

lapangan pekerjaan. Ribuan tenaga kerja lokal terlibat dalam 

operasi pengeboran, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas. 

Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka. 

Namun, ada juga dampak negatif yang timbul akibat 

eksploitasi sektor ekstraktif ini. Salah satunya adalah 

ketergantungan sosial pada sektor migas. Banyak masyarakat 

yang hanya mengandalkan pekerjaan di sektor migas dan tidak 

memiliki keterampilan atau pelatihan untuk sektor lain, sehingga 

ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika sektor migas 

mengalami penurunan. 

Selain itu, dampak sosial lainnya terkait dengan konflik 

sosial yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan-

perusahaan migas. Ketidakpuasan terkait dengan pembagian 

keuntungan yang tidak adil, pengelolaan lahan yang tidak 
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transparan, serta ketidaksetujuan terhadap penggunaan lahan 

untuk eksploitasi sumber daya alam sering kali memicu 

ketegangan sosial. Konflik ini dapat memperburuk hubungan 

antara masyarakat dan perusahaan serta antara masyarakat 

dengan pemerintah daerah. 

3. Dampak Lingkungan: Polusi dan Kerusakan Ekosistem 

Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari 

eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro adalah dampak 

terhadap lingkungan. Kegiatan pengeboran dan pengolahan 

minyak sering kali menyebabkan polusi udara dan pencemaran 

tanah serta air. Pengelolaan limbah yang buruk dan risiko 

tumpahan minyak dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar 

area produksi. 

Pencemaran udara, seperti emisi gas rumah kaca yang 

dihasilkan oleh pembakaran minyak, memberikan kontribusi 

terhadap perubahan iklim global. Sementara itu, pencemaran 

tanah dan air dapat merusak kualitas sumber daya alam lainnya 

yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertani dan 

memenuhi kebutuhan air bersih. Pemerintah dan perusahaan 

migas perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif 

yang dapat ditimbulkan. 

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan 
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Di sisi lain, sektor ekstraktif di Bojonegoro juga 

memberikan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat 

melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Program-program CSR yang dikelola oleh perusahaan-

perusahaan migas, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan 

fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur lokal, 

memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat. 

Pemberdayaan masyarakat melalui CSR dapat membantu 

meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan ketimpangan 

sosial yang ada. 

Namun, pemberdayaan ini harus dilakukan secara 

berkelanjutan dan merata agar dapat memberikan manfaat yang 

maksimal bagi semua lapisan masyarakat. Diversifikasi sumber 

daya dan pengembangan ekonomi lokal di luar sektor migas juga 

perlu didorong agar masyarakat tidak tergantung pada sektor 

ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga. 

Potensi sumber daya alam di Bojonegoro, terutama minyak 

dan gas bumi, memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi 

daerah dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun, 

eksploitasi yang intensif juga membawa dampak negatif, baik 

terhadap ekonomi, masyarakat, maupun lingkungan. 

Ketergantungan yang berlebihan pada sektor migas dapat 

menjadi tantangan besar di masa depan jika harga minyak dunia 

berfluktuasi atau cadangan minyak mulai menipis. Oleh karena 

itu, penting bagi Bojonegoro untuk melakukan diversifikasi 
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ekonomi dan mengelola sektor ekstraktif dengan bijaksana untuk 

memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di masa depan. 

Pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat 

perlu bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam dengan 

cara yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang transparan, 

pengelolaan yang efisien, dan pemberdayaan masyarakat harus 

menjadi bagian dari strategi pengelolaan sektor ekstraktif di 

Bojonegoro. Dengan pendekatan yang tepat, sektor migas dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan 

menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

3. Pemain Utama dalam Sektor Ekstraktif di Bojonegoro 

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, 

merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam 

perekonomian Indonesia, dan Kabupaten Bojonegoro menjadi 

salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) 

yang melimpah. Eksploitasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro 

melibatkan berbagai pihak, baik perusahaan-perusahaan besar, 

pemerintah daerah, maupun pemerintah nasional. Pemahaman 

tentang siapa saja pemain utama yang terlibat dalam sektor 

ekstraktif di Bojonegoro dan bagaimana peran mereka 

berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam ini sangat 

penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi lokal, 

keberlanjutan sosial, dan pengelolaan lingkungan. 
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Dalam analisis ini, kami akan mengulas tentang 

perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif di 

Bojonegoro, serta peran pemerintah daerah dan pemerintah 

nasional dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di 

wilayah ini. Analisis ini akan mencakup peran strategis dari 

berbagai pemain utama dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah, serta tantangan dan peluang yang mereka 

hadapi dalam menjaga keberlanjutan sektor ini. 

Bojonegoro memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang 

sangat signifikan, terutama yang terletak di Blok Cepu, yang 

menjadi ladang minyak utama di Indonesia. Blok ini melibatkan 

beberapa perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN) maupun 

perusahaan multinasional, yang memiliki peran kunci dalam 

eksplorasi, produksi, dan distribusi energi. Beberapa perusahaan 

yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro adalah 

sebagai berikut: 

1. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) 

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) merupakan salah satu 

perusahaan utama yang terlibat dalam pengelolaan Blok Cepu di 

Bojonegoro. Perusahaan ini mengelola sebagian besar produksi 

minyak dan gas di wilayah Bojonegoro melalui kerja sama dengan 

Pertamina. ExxonMobil pertama kali memasuki wilayah Blok Cepu 

pada tahun 2001, dan sejak saat itu telah berperan penting dalam 

eksplorasi dan pengembangan ladang minyak besar yang ada di 

Bojonegoro. 
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Sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, 

ExxonMobil memiliki teknologi dan kemampuan finansial yang 

diperlukan untuk melakukan eksplorasi dan produksi dalam skala 

besar. Perusahaan ini menggunakan teknologi pengeboran dan 

pemrosesan modern untuk mengekstraksi minyak bumi dari 

lapangan-lapangan yang ada di Blok Cepu. Pada puncaknya, 

ExxonMobil mampu memproduksi lebih dari 200.000 barel per 

hari dari Blok Cepu. 

Namun, meskipun keberadaan ExxonMobil membawa 

banyak manfaat bagi ekonomi Bojonegoro, terutama dalam 

bentuk pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja, 

perusahaan ini juga menghadapi tantangan besar terkait dengan 

isu-isu lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. ExxonMobil dan 

pihak-pihak terkait harus bekerja sama dengan pemerintah 

daerah untuk mengelola dampak negatif dari eksploitasi minyak, 

terutama terkait dengan polusi dan ketimpangan sosial yang bisa 

timbul. 

2. Pertamina 

Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia, juga 

merupakan pemain utama dalam sektor ekstraktif di Bojonegoro, 

terutama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pertamina terlibat dalam 

eksplorasi dan produksi minyak di wilayah ini melalui anak 

perusahaannya Pertamina EP Cepu, yang bekerja sama dengan 

ExxonMobil. 
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Sebagai perusahaan negara, Pertamina memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam di 

Bojonegoro memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat 

lokal. Selain itu, Pertamina memiliki peran yang sangat penting 

dalam memenuhi kebutuhan energi domestik Indonesia dan 

mendukung stabilitas pasokan energi. Pertamina juga 

berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan telah 

melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif 

dari produksi minyak terhadap lingkungan, misalnya dengan 

berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan 

limbah yang lebih baik. 

Selain perannya dalam eksplorasi minyak, Pertamina juga 

berperan dalam pembangunan infrastruktur energi di 

Bojonegoro, seperti pipa gas dan terminal penyimpanan energi, 

yang mendukung distribusi minyak dan gas ke berbagai sektor 

industri di Indonesia. 

3. Schlumberger dan Halliburton 

Perusahaan-perusahaan layanan migas internasional 

seperti Schlumberger dan Halliburton juga terlibat dalam sektor 

ekstraktif di Bojonegoro. Perusahaan-perusahaan ini 

menyediakan layanan teknis dan peralatan untuk eksplorasi dan 

produksi minyak dan gas bumi. Mereka memiliki peran penting 

dalam memastikan bahwa produksi energi berjalan efisien dan 

aman, serta dalam membantu perusahaan-perusahaan utama 
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seperti ExxonMobil dan Pertamina dalam mengoptimalkan hasil 

produksi. 

Schlumberger, sebagai perusahaan layanan minyak 

terbesar di dunia, menyediakan berbagai layanan, mulai dari 

pengeboran hingga pemrosesan, serta teknologi untuk 

meminimalkan dampak lingkungan dari produksi energi. Selain 

itu, Halliburton juga berperan dalam mendukung operasi 

pengeboran dan pengolahan minyak dan gas di Bojonegoro 

dengan teknologi canggih yang dapat meningkatkan efisiensi 

dan keberlanjutan operasi. 

4. Perusahaan Lokal dan Subkontraktor 

Selain perusahaan besar internasional dan BUMN, sektor 

ekstraktif di Bojonegoro juga melibatkan sejumlah perusahaan 

lokal dan subkontraktor yang berperan dalam mendukung 

operasi produksi minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan lokal 

ini seringkali terlibat dalam penyediaan layanan dan pasokan 

barang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar 

seperti Pertamina dan ExxonMobil. Mereka memainkan peran 

penting dalam menciptakan lapangan kerja lokal dan mendorong 

perekonomian daerah. 

Meskipun kontribusinya terhadap produksi minyak 

mungkin kecil, perusahaan lokal memiliki dampak sosial yang 

signifikan. Mereka menciptakan banyak lapangan kerja dan 

memungkinkan masyarakat setempat untuk terlibat langsung 



66 
 

dalam sektor ekstraktif. Selain itu, perusahaan lokal juga berperan 

dalam mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dengan 

menciptakan peluang bisnis di luar sektor migas, seperti di 

bidang konstruksi, peralatan, dan logistik. 

Eksploitasi sumber daya alam di Bojonegoro melibatkan 

keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah nasional dalam 

regulasi, pengawasan, dan pembagian keuntungan dari sektor 

ekstraktif. Peran kedua pemerintah ini sangat penting dalam 

memastikan bahwa eksploitasi minyak dan gas bumi di 

Bojonegoro memberikan manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat lokal dan negara, serta dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. 

1. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran 

penting dalam mengelola dampak dari kegiatan eksplorasi dan 

produksi minyak dan gas bumi. Sebagai pemerintah lokal, mereka 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi 

dari sektor ekstraktif dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro 

secara merata. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah adalah dengan mengelola dana bagi hasil migas yang 

diterima dari pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan 

migas. 

Pemerintah daerah Bojonegoro juga bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi minyak dan gas 
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tidak merusak lingkungan dan sosial di daerah tersebut. Mereka 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan migas 

untuk memastikan bahwa standar lingkungan dan sosial dipatuhi. 

Misalnya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 

memberikan izin atau menangguhkan operasi perusahaan jika 

terbukti melanggar peraturan atau menyebabkan kerusakan 

lingkungan. 

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki tanggung 

jawab untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang 

diperlukan untuk mendukung sektor ekstraktif, seperti jalan raya, 

fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pendapatan dari sektor migas 

yang diterima oleh pemerintah daerah harus digunakan dengan 

bijaksana untuk mendukung pembangunan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

2. Pemerintah Nasional 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), memiliki 

peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola sektor 

ekstraktif di Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Pemerintah pusat 

menetapkan kebijakan dan regulasi terkait eksploitasi sumber 

daya alam, serta memastikan bahwa pendapatan dari sektor 

migas dikelola dengan transparan dan adil. 
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Pemerintah nasional juga bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa sektor ekstraktif memberikan manfaat yang 

maksimal bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, 

terutama melalui sistem bagi hasil yang adil antara pemerintah 

pusat dan daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan 

pemerintah nasional adalah program Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI), yang bertujuan untuk meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

mengurangi potensi korupsi di sektor ekstraktif. 

Selain itu, pemerintah pusat juga berperan dalam 

memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi nasional, 

termasuk pipa gas, terminal, dan pembangkit listrik yang 

mengandalkan sumber daya energi dari Bojonegoro. Pemerintah 

juga memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan migas 

untuk berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan 

mendukung keberlanjutan sektor ekstraktif. 

Sektor ekstraktif di Bojonegoro melibatkan berbagai 

pemain utama, mulai dari perusahaan-perusahaan internasional 

seperti ExxonMobil, perusahaan negara seperti Pertamina, hingga 

perusahaan lokal yang mendukung operasional di lapangan. 

Semua pemain ini memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengelola sumber daya alam yang ada dan memastikan bahwa 

eksploitasi minyak dan gas bumi memberikan manfaat bagi 

ekonomi dan masyarakat lokal. 
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Namun, peran pemerintah daerah dan pemerintah 

nasional juga sangat krusial dalam memastikan bahwa sektor 

ekstraktif dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan 

transparan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan 

perusahaan, serta pengawasan yang ketat terhadap dampak 

lingkungan dan sosial, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan. 
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Bab 4 

Praktik Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor 
Ekstraktif: Mewujudkan Pembangunan 

Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro 
 

Sektor ekstraktif, yang melibatkan eksploitasi sumber daya 

alam seperti minyak, gas, mineral, dan batu bara, merupakan 

salah satu sektor ekonomi yang paling penting dan sekaligus 

paling kontroversial. Potensi keuntungan yang sangat besar 

membuat sektor ini menjadi sumber daya yang sangat bernilai. 

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara 

menghadapi masalah besar terkait pengelolaan sumber daya 

alam tersebut, termasuk praktik korupsi, ketimpangan sosial, 

kerusakan lingkungan, dan eksploitasi yang merugikan 

masyarakat lokal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas 

menjadi dua konsep yang sangat penting dalam memastikan 

bahwa sektor ekstraktif dikelola dengan baik dan memberikan 

manfaat yang maksimal bagi masyarakat, negara, dan lingkungan. 

Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana praktik 

transparansi dan akuntabilitas diterapkan di sektor ekstraktif, 

dengan fokus pada berbagai kebijakan, mekanisme, dan inisiatif 

yang berupaya mengurangi dampak negatif dan meningkatkan 

manfaat sektor ekstraktif secara berkelanjutan. Pembahasan ini 

akan mencakup definisi transparansi dan akuntabilitas, 

pentingnya kedua konsep ini dalam sektor ekstraktif, serta contoh 

praktik transparansi dan akuntabilitas di industri ini. 
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Praktik transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif 

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sektor ini 

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan 

masyarakat. Meskipun tantangan besar masih ada, berbagai 

inisiatif dan kebijakan, seperti EITI dan regulasi nasional tentang 

transparansi, telah menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi 

potensi penyalahgunaan sumber daya alam, meminimalkan 

dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta 

memastikan bahwa sektor ekstraktif dapat berkembang secara 

berkelanjutan. 

Ke depan, penting bagi negara-negara yang bergantung 

pada sektor ekstraktif untuk terus memperkuat kerangka hukum 

dan kebijakan terkait transparansi dan akuntabilitas, serta 

mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam 

mengawasi dan mengelola sumber daya alam. Dengan begitu, 

sektor ekstraktif dapat benar-benar menjadi pendorong 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam (SDA) merupakan aset penting bagi 

banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang 

bergantung pada sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan 

mineral. Meskipun sektor ini menawarkan potensi ekonomi yang 

besar, pengelolaannya sering kali terhambat oleh masalah 

korupsi, ketidakadilan distribusi manfaat, dan kerusakan 
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lingkungan. Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan SDA 

menjadi kunci untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya 

alam dapat membawa manfaat yang berkelanjutan dan adil bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Transparansi dalam konteks pengelolaan SDA dapat 

mencakup berbagai aspek, seperti sistem pelaporan yang 

terbuka mengenai pendapatan dan hasil eksploitasi, keterbukaan 

informasi terkait kontrak dan perjanjian yang dibuat antara 

pemerintah dan perusahaan, serta mekanisme pengawasan yang 

jelas dan efektif terhadap penggunaan dana yang dihasilkan. 

Praktik transparansi ini tidak hanya membantu mencegah korupsi 

dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai 

instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan. 

Dalam bagian ini, kita akan membahas pentingnya 

transparansi dalam pengelolaan SDA, sistem pelaporan yang 

terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta mekanisme 

pengawasan terhadap dana dan hasil eksploitasi. Pembahasan ini 

akan merujuk pada berbagai buku dan jurnal internasional terkini, 

dengan tujuan memberikan analisis yang mendalam tentang 

bagaimana transparansi dapat diterapkan dan apa dampaknya 

bagi pengelolaan SDA yang lebih baik. 

Sistem pelaporan yang terbuka adalah salah satu pilar 

utama dalam praktik transparansi di sektor pengelolaan SDA. 
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Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kegiatan ekstraktif 

yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, termasuk 

pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi SDA, bagaimana 

pendapatan tersebut dibagi, serta bagaimana dampaknya 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Menurut Rosser (2014), dalam bukunya The Political 

Economy of the Resource Curse, keterbukaan pelaporan adalah 

mekanisme yang dapat mengurangi potensi konflik sosial dan 

ekonomi yang sering muncul dalam masyarakat yang bergantung 

pada sumber daya alam. Tanpa sistem pelaporan yang terbuka, 

masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah 

eksploitasi SDA yang terjadi menguntungkan mereka atau hanya 

menguntungkan segelintir pihak tertentu, seperti elit politik dan 

perusahaan besar. 

Sistem pelaporan yang terbuka dapat mencakup beberapa 

komponen utama, antara lain: 

• Pendapatan Negara: Informasi tentang pendapatan yang 

diperoleh negara dari eksploitasi SDA, baik dalam bentuk 

pajak, royalti, atau bagi hasil, harus dilaporkan secara 

terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui apakah pendapatan dari SDA digunakan 

untuk kepentingan publik atau apakah terjadi kebocoran 

dana. 
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• Kontrak dan Perjanjian: Kontrak antara pemerintah dan 

perusahaan ekstraktif harus terbuka dan dapat diakses 

oleh publik. Ini termasuk informasi mengenai syarat dan 

ketentuan yang mengatur eksploitasi SDA, seperti 

kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan, 

membayar pajak, dan berkontribusi pada pembangunan 

daerah. 

• Kegiatan Ekstraktif: Perusahaan ekstraktif juga harus 

melaporkan kegiatan mereka secara rinci, termasuk lokasi 

pengeboran, metode eksploitasi yang digunakan, serta 

potensi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

tersebut. 

Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem 

pelaporan terbuka dalam pengelolaan SDA. Salah satu contoh 

yang terkenal adalah Extractive Industries Transparency Initiative 

(EITI), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam 

sektor ekstraktif dengan mewajibkan perusahaan dan pemerintah 

untuk mempublikasikan informasi terkait pendapatan yang 

dihasilkan dari eksploitasi SDA. Negara yang menjadi anggota 

EITI diharuskan untuk melaporkan informasi yang lengkap 

tentang pendapatan negara, kontrak yang ada, dan kontribusi 

perusahaan terhadap pembangunan ekonomi. Negara-negara 

seperti Indonesia, Ghana, dan Nigeria telah 

mengimplementasikan standar EITI untuk meningkatkan 

transparansi sektor ekstraktif mereka. 
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EITI menjadi contoh penting karena meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan SDA dapat meminimalkan 

ketidakadilan dalam pembagian hasil, yang pada gilirannya akan 

mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Negara-negara 

yang menerapkan EITI juga dapat meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap sektor ekstraktif, yang dapat mengurangi potensi 

ketegangan sosial dan konflik yang sering terjadi di negara-

negara penghasil minyak dan gas. 

Meskipun sistem pelaporan terbuka sangat penting, 

implementasinya seringkali menemui berbagai tantangan. Salah 

satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas teknis dan 

sumber daya manusia untuk memproses dan menyajikan 

informasi yang relevan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh 

publik. Di beberapa negara berkembang, keterbatasan 

infrastruktur teknologi dan kelembagaan dapat menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan transparansi. 

Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan besar yang 

terlibat dalam eksploitasi SDA enggan untuk membuka informasi 

terkait kontrak dan keuangan mereka karena alasan persaingan 

dan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi negara 

untuk memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi secara terbuka, serta menyediakan 

mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi 

tersebut. 
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Pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana hasil 

eksploitasi SDA adalah komponen kunci dalam memastikan 

bahwa sektor ekstraktif benar-benar memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan negara. Tanpa pengawasan yang memadai, ada 

risiko besar bahwa pendapatan dari SDA akan disalahgunakan, 

baik melalui praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, 

maupun alokasi dana yang tidak efisien. 

Menurut Arezki et al. (2019) dalam artikel mereka The 

Resource Curse Revisited, salah satu penyebab utama dari 

ketimpangan ekonomi dan sosial di negara-negara penghasil 

SDA adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif 

terhadap penggunaan dana yang dihasilkan dari sektor ekstraktif. 

Ketika pendapatan dari SDA tidak dipantau dengan ketat, mereka 

cenderung disalurkan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

produktif atau digunakan untuk kepentingan pribadi oleh elit 

politik dan perusahaan besar. 

Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel 

dapat mencakup beberapa elemen berikut: 

• Auditing Independen: Penggunaan auditor independen 

untuk memeriksa penggunaan dana hasil eksploitasi dapat 

memastikan bahwa pendapatan tersebut digunakan 

dengan efisien dan tepat sasaran. Auditor independen 

dapat memberikan laporan yang objektif mengenai 

penggunaan dana, termasuk bagaimana dana tersebut 
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dibelanjakan dan apakah ada penyalahgunaan atau 

kebocoran. 

• Komite Pengawas Publik: Pembentukan lembaga 

pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, 

akademisi, dan pihak terkait lainnya dapat membantu 

dalam memantau pengelolaan sumber daya alam. Komite 

ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengevaluasi 

bagaimana pemerintah dan perusahaan mematuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA. 

• Partisipasi Publik dalam Pengawasan: Melibatkan 

masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana SDA 

melalui platform berbasis digital atau forum diskusi dapat 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi 

digital, seperti aplikasi pelaporan berbasis smartphone, 

dapat digunakan untuk memungkinkan masyarakat 

melaporkan dugaan penyalahgunaan atau ketidakwajaran 

dalam pengelolaan SDA. 

Salah satu contoh keberhasilan pengawasan terhadap 

dana SDA adalah Norwegia, yang dikenal dengan pengelolaan 

sektor minyak dan gas yang sangat transparan. Negara ini 

mengembangkan Government Pension Fund Global, yang 

menyimpan pendapatan dari sektor minyak dan gas untuk masa 

depan negara. Dana tersebut diawasi dengan ketat oleh lembaga 

independen, yang melaporkan secara teratur kepada publik 

tentang bagaimana dana tersebut digunakan. 
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Selain itu, Chile juga memiliki sistem yang efektif dalam 

pengawasan dana yang berasal dari eksploitasi tembaga. 

Pemerintah Chile menggunakan sistem pelaporan yang 

memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana 

pendapatan dari tembaga dialokasikan untuk proyek-proyek 

pembangunan sosial dan infrastruktur. 

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan dapat 

diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dana 

hasil eksploitasi SDA adalah resistensi dari pihak yang terlibat 

dalam eksploitasi, baik itu pemerintah maupun perusahaan. 

Dalam banyak kasus, pihak-pihak ini dapat berusaha untuk 

menghindari pengawasan dengan berbagai cara, seperti dengan 

menyembunyikan informasi atau menggunakan celah hukum. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk 

memperkuat sistem hukum dan memberikan perlindungan 

kepada lembaga pengawas agar mereka dapat bekerja dengan 

bebas dan tanpa tekanan. Selain itu, penting juga untuk 

meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan 

terhadap penggunaan dana SDA, sehingga masyarakat dapat 

berperan aktif dalam memastikan bahwa sumber daya alam 

dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal 

bagi seluruh masyarakat. 

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam 

merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan 

bahwa sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat yang 
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maksimal bagi negara dan masyarakat. Sistem pelaporan yang 

terbuka dan dapat diakses oleh publik, bersama dengan 

mekanisme pengawasan yang efektif terhadap dana hasil 

eksploitasi, adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan SDA 

yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan. 

Implementasi transparansi dalam pengelolaan SDA 

memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, 

dan sektor swasta. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam 

penerapannya, contoh-contoh keberhasilan yang ada 

menunjukkan bahwa transparansi bukanlah hal yang mustahil 

untuk dicapai. Negara-negara yang bergantung pada sektor 

ekstraktif harus terus berupaya untuk memperkuat sistem 

pelaporan terbuka dan mekanisme pengawasan guna 

menghindari penyalahgunaan sumber daya alam dan 

memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. 

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif 

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor minyak, gas, dan 

mineral, memegang peran kunci dalam ekonomi banyak negara, 

terutama negara-negara penghasil sumber daya alam. Meskipun 

sektor ini berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar bagi 

negara, pengelolaannya sering kali memunculkan tantangan 

besar, terutama terkait dengan akuntabilitas dalam penggunaan 

sumber daya alam yang diperoleh. Akuntabilitas dalam sektor 

ekstraktif mencakup pertanggungjawaban yang harus diberikan 
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oleh perusahaan kepada pemerintah, masyarakat, serta pihak-

pihak terkait lainnya. Akuntabilitas ini tidak hanya berfungsi untuk 

memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijaksana, 

tetapi juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan 

ketidakadilan dalam pembagian hasil eksploitasi. 

Proses akuntabilitas yang jelas, baik dari perusahaan 

kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, sangat penting 

untuk mendorong transparansi, kepercayaan publik, dan 

keberlanjutan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sektor 

ekstraktif, perusahaan harus secara teratur melaporkan kegiatan 

mereka, memberikan informasi yang cukup kepada pemerintah 

dan masyarakat, serta tunduk pada pengawasan eksternal yang 

dapat memastikan bahwa kebijakan dan regulasi diikuti dengan 

baik. 

Analisis ini akan membahas dua aspek utama dari 

akuntabilitas dalam pengelolaan industri ekstraktif: pertama, 

proses akuntabilitas dari perusahaan kepada pemerintah dan 

masyarakat, dan kedua, pengawasan publik serta peran lembaga 

independen dalam memastikan akuntabilitas. Pembahasan ini 

akan merujuk pada berbagai literatur terbaru dalam buku dan 

jurnal internasional yang mengkaji praktik akuntabilitas dalam 

industri ekstraktif. 

Akuntabilitas perusahaan dalam sektor ekstraktif mengacu 

pada kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan 

semua aktivitas yang dilakukan terkait dengan eksploitasi sumber 
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daya alam. Ini mencakup kewajiban perusahaan untuk 

memberikan laporan yang jelas mengenai pendapatan yang 

dihasilkan dari kegiatan ekstraktif, pengelolaan dampak 

lingkungan, serta kontribusi sosial yang diberikan kepada 

masyarakat sekitar. Akuntabilitas ini memastikan bahwa 

perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga 

beroperasi sesuai dengan norma sosial dan lingkungan yang 

berlaku. 

Menurut Lederman dan Maloney (2012) dalam buku 

mereka Natural Resources and Economic Development, 

perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif harus 

memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan 

bahwa sumber daya alam yang mereka kelola dapat memberikan 

manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. 

Akuntabilitas ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain: 

• Pelaporan Keuangan: Perusahaan ekstraktif harus secara 

transparan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari 

eksploitasi sumber daya alam, serta bagaimana 

pendapatan tersebut dibagi antara perusahaan dan 

negara. 

• Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan: Perusahaan 

juga wajib melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan 

eksploitasi yang mereka lakukan dan upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi dampak negatif tersebut. 
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• Partisipasi Sosial: Akuntabilitas juga mencakup bagaimana 

perusahaan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan 

memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi positif, 

baik dalam bentuk lapangan kerja, pembangunan 

infrastruktur, maupun program sosial lainnya. 

Salah satu bentuk utama dari akuntabilitas adalah 

pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi SDA. 

Pendapatan tersebut harus digunakan untuk kepentingan 

masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. 

Untuk itu, perusahaan harus melaporkan secara rinci bagaimana 

pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif digunakan oleh 

pemerintah, serta kontribusi yang diberikan oleh perusahaan 

dalam bentuk pajak, royalti, atau bagi hasil. 

Buku Ross (2015) The Oil Curse: How Petroleum Wealth 

Shapes the Development of Nations menyoroti bahwa banyak 

negara yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, 

sering kali mengalami "kutukan sumber daya," di mana 

ketergantungan pada pendapatan dari ekstraksi SDA justru 

memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan menciptakan 

ketegangan sosial. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam 

pengelolaan pendapatan SDA sangat penting untuk mencegah 

terjadinya ketimpangan sosial yang lebih besar. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dan 

perusahaan dapat bekerja sama untuk: 
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• Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan: Masyarakat 

perlu diberi ruang untuk mengetahui dan mengontrol 

bagaimana pendapatan dari sektor ekstraktif digunakan, 

serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat 

dari hasil eksploitasi. 

• Menggunakan Platform Digital: Teknologi digital dapat 

digunakan untuk meningkatkan transparansi dan 

memudahkan akses informasi terkait pendapatan dan 

penggunaan dana hasil eksploitasi SDA. 

Salah satu tantangan terbesar dalam proses akuntabilitas 

perusahaan di sektor ekstraktif adalah kurangnya transparansi 

dan ketidakjelasan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Seringkali, perusahaan besar menghindari pengungkapan 

informasi yang dapat merugikan mereka secara finansial, misalnya 

mengenai kewajiban pajak atau pengeluaran yang tidak tercatat 

dengan baik. Selain itu, korupsi dan kolusi antara pemerintah dan 

perusahaan sering kali membuat pengelolaan SDA menjadi tidak 

akuntabel. 

Berdasarkan penelitian Shaxson (2018) dalam Treasure 

Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking, banyak 

perusahaan yang terlibat dalam industri ekstraktif menggunakan 

sistem offshore untuk menyembunyikan pendapatan mereka, 

menghindari pajak, dan mengurangi akuntabilitas terhadap 

negara dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan 

akuntabilitas, negara perlu memperkuat regulasi mengenai 
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pelaporan pendapatan dan mengenakan sanksi yang tegas bagi 

perusahaan yang terbukti melanggar prinsip transparansi. 

Pengawasan publik berperan sebagai mekanisme yang 

memastikan bahwa perusahaan ekstraktif dan pemerintah 

bertindak sesuai dengan kepentingan publik, bukan hanya untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pengelolaan 

SDA, pengawasan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

termasuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, pelaporan terkait dampak sosial dan lingkungan, serta 

pengawasan terhadap penggunaan dana hasil eksploitasi. 

Menurut EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), 

pengawasan publik harus melibatkan aktor-aktor utama dalam 

masyarakat, seperti lembaga masyarakat sipil, organisasi non-

pemerintah (LSM), dan komunitas lokal yang terpengaruh 

langsung oleh kegiatan ekstraktif. Partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dengan 

memastikan bahwa suara mereka didengar dalam setiap tahap 

pengelolaan SDA. 

Pengawasan publik juga dapat dilakukan melalui media 

massa dan platform digital yang memungkinkan masyarakat 

untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan atau ketidakwajaran 

dalam kegiatan ekstraktif. Di banyak negara, masyarakat telah 

menggunakan media sosial untuk menuntut transparansi dan 

pertanggungjawaban dari perusahaan ekstraktif yang beroperasi 

di wilayah mereka. 
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Selain pengawasan oleh masyarakat, lembaga independen 

juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas di 

sektor ekstraktif. Lembaga-lembaga ini, yang dapat berupa audit 

eksternal, pengawas negara, atau badan regulasi independen, 

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap 

regulasi dan kebijakan yang ada. 

Berdasarkan Pratley dan Goudie (2016) dalam artikel The 

Role of Independent Oversight in the Extractive Industries, 

lembaga independen dapat memberikan pengawasan yang 

objektif dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan bisnis. 

Lembaga ini dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan 

perusahaan, memeriksa kepatuhan terhadap standar lingkungan, 

dan mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan sudah 

sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Contoh lembaga independen yang memainkan peran 

besar dalam pengawasan sektor ekstraktif adalah Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan National Audit 

Office (NAO) di Inggris. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk 

memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan bertanggung 

jawab atas tindakan mereka dan tidak ada yang terlewatkan dari 

pengawasan publik. 

Meskipun pengawasan publik dan lembaga independen 

sangat penting untuk akuntabilitas, ada beberapa tantangan yang 

dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah akses 

terbatas terhadap informasi. Banyak perusahaan ekstraktif tidak 
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ingin memberikan akses penuh kepada publik mengenai 

kegiatan mereka, yang menyulitkan lembaga pengawas untuk 

melakukan tugas mereka secara efektif. Selain itu, lembaga 

independen di beberapa negara sering kali memiliki 

keterbatasan dalam sumber daya atau kekuasaan hukum untuk 

memaksakan perubahan. 

Selain itu, korupsi dalam lembaga pengawas atau 

ketidakmampuan lembaga untuk bertindak secara independen 

dapat merusak kredibilitas sistem pengawasan itu sendiri. Dalam 

beberapa kasus, lembaga pengawas mungkin terlibat dalam 

praktik kolusi dengan perusahaan ekstraktif atau pemerintah, 

sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif. 

Untuk itu, penting bagi negara untuk memperkuat 

kapasitas lembaga pengawas dan memastikan bahwa mereka 

memiliki otoritas penuh untuk melakukan audit dan investigasi. 

Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum yang kuat bagi 

whistleblower yang melaporkan penyalahgunaan atau 

ketidakwajaran dalam industri ekstraktif. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan industri ekstraktif 

merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan 

sektor yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Proses 

akuntabilitas yang baik tidak hanya bergantung pada perusahaan 

untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah dan 

masyarakat, tetapi juga pada pengawasan yang dilakukan oleh 

publik dan lembaga independen. Pengawasan publik dan peran 
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lembaga independen sangat penting untuk memastikan bahwa 

perusahaan bertindak dengan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, serta untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau 

penyalahgunaan sumber daya alam. 

Meskipun tantangan besar masih ada, seperti kurangnya 

transparansi, korupsi, dan akses terbatas terhadap informasi, 

penting untuk terus memperkuat sistem akuntabilitas melalui 

kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Negara yang bergantung pada sektor ekstraktif harus 

memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme pengawasan 

yang efektif, baik itu dari dalam maupun luar negeri, untuk 

memastikan bahwa sektor ini memberikan manfaat yang 

maksimal bagi rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan. 

3. Studi Kasus: Implementasi Transparansi dan 

Akuntabilitas di Daerah Lain 

Sektor ekstraktif, yang mencakup pengelolaan sumber 

daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, menjadi salah satu 

penyumbang terbesar dalam perekonomian banyak negara. 

Namun, pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel 

dapat mengarah pada ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, 

dan ketidakstabilan ekonomi. Banyak negara dengan kekayaan 

sumber daya alam yang melimpah malah menghadapi tantangan 

besar dalam hal pengelolaan sumber daya tersebut, bahkan 

terjebak dalam apa yang dikenal sebagai “resource curse” atau 

kutukan sumber daya. 



88 
 

Di sisi lain, beberapa daerah dan negara telah berhasil 

mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

sektor ekstraktif, yang membuktikan bahwa pengelolaan yang 

baik bisa mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan 

membahas beberapa studi kasus dari daerah-daerah yang telah 

berhasil menerapkan transparansi dan akuntabilitas, serta apa 

yang bisa dipelajari dari keberhasilan mereka. 

Studi Kasus: Norwegia – Model Transparansi dan 

Akuntabilitas Sektor Ekstraktif 

Norwegia merupakan salah satu negara yang paling sukses 

dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama minyak dan 

gas bumi. Sejak penemuan minyak di Laut Utara pada tahun 1969, 

negara ini telah berhasil mengelola kekayaan alamnya dengan 

prinsip transparansi yang tinggi dan akuntabilitas yang jelas. 

Negara ini telah menjadi contoh internasional dalam hal 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Pada tahun 1990-an, Norwegia mengembangkan 

Government Pension Fund Global (GPFG), yang lebih dikenal 

sebagai Oil Fund, untuk mengelola pendapatan yang diperoleh 

dari industri minyak dan gas. Tujuan utama dari dana ini adalah 

untuk mengamankan hasil eksploitasi sumber daya alam untuk 

generasi mendatang dan memastikan bahwa dana tersebut 

digunakan untuk kepentingan publik. Dana ini tidak hanya 
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dilaporkan secara terbuka, tetapi juga diawasi oleh publik melalui 

sistem yang transparan. 

Pemerintah Norwegia juga memastikan bahwa seluruh 

transaksi dan pendapatan yang diperoleh dari sektor ekstraktif 

diumumkan secara terbuka. Misalnya, Norsk Hydro, salah satu 

perusahaan energi terbesar di Norwegia, memiliki kebijakan 

keterbukaan yang tinggi dan secara teratur merilis laporan 

keberlanjutan yang mencakup dampak sosial dan lingkungan dari 

operasi mereka. 

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Norwegia 

antara lain: 

• Pengelolaan yang Berkelanjutan: Dana pensiun global 

yang dikelola dengan transparansi tinggi menunjukkan 

bagaimana pengelolaan pendapatan dari sumber daya 

alam dapat digunakan untuk kepentingan publik dalam 

jangka panjang. 

• Transparansi dalam Pelaporan: Pelaporan yang transparan 

dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif di Norwegia 

memberikan contoh terbaik bagaimana pemerintah dan 

perusahaan dapat bekerja sama dalam memastikan hasil 

eksploitasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

• Pengawasan Independen: Negara ini juga memiliki 

pengawasan independen yang kuat, termasuk audit dari 

lembaga internasional, untuk memastikan bahwa semua 
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kebijakan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah 

dan perusahaan sesuai dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. 

Berdasarkan penelitian Hebb (2016) dalam Sustainability 

and the Oil Fund: Lessons from Norway, pengelolaan sumber daya 

alam di Norwegia telah meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap sektor ekstraktif dan memberikan manfaat yang 

berkelanjutan bagi negara. 

Studi Kasus: Brasil – Menghadapi Tantangan dengan 

Transparansi di Sektor Minyak dan Gas 

Brasil, sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar 

di dunia, telah mengalami berbagai tantangan terkait dengan 

pengelolaan sumber daya alamnya. Meskipun memiliki potensi 

yang besar, Brasil menghadapi isu-isu besar terkait dengan 

korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan dalam sektor 

ekstraktif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah 

mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas di sektor minyak dan gas. 

Pada tahun 2010, Brasil bergabung dengan Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah inisiatif 

internasional yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi 

dalam sektor ekstraktif. Dengan bergabung dalam EITI, Brasil 

berkomitmen untuk melaporkan pendapatan dari sektor 
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ekstraktif secara terbuka dan memberikan informasi yang jelas 

mengenai aliran pendapatan dari eksploitasi minyak dan gas. 

Selain itu, Brasil juga mengimplementasikan kebijakan 

regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan minyak dan gas 

dalam hal pelaporan finansial dan dampak sosial-ekologis. Salah 

satu langkah penting adalah penetapan Instituto Brasileiro de 

Petróleo (IBP) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas 

independen yang dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-

perusahaan besar di sektor ekstraktif. 

Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari Brasil 

adalah: 

• Keterlibatan dalam EITI: Bergabung dengan EITI 

memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya 

alam dan memperkuat hubungan antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat sipil. 

• Regulasi yang Lebih Ketat: Dengan memberlakukan 

regulasi yang lebih ketat, Brasil telah mendorong 

perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk lebih transparan 

dalam laporan keuangan dan dampak lingkungan. 

• Pemberantasan Korupsi: Langkah-langkah untuk 

memberantas korupsi, seperti melalui audit eksternal dan 

pengawasan independen, sangat penting untuk 

memastikan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. 
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Referensi dari Jensen et al. (2014) dalam Brazil's Transparency and 

Governance Reform menunjukkan bagaimana Brasil mulai 

memperbaiki pengelolaan sektor ekstraktif dengan reformasi 

transparansi yang lebih baik. 

Studi Kasus: Ghana – Meningkatkan Akuntabilitas dengan 

Menggunakan Teknologi 

Ghana adalah salah satu negara di Afrika yang telah 

berhasil mengelola kekayaan sumber daya alamnya, terutama 

emas dan minyak. Namun, negara ini sebelumnya menghadapi 

masalah serius terkait dengan pengelolaan pendapatan dari 

sektor ekstraktif yang tidak transparan dan rentan terhadap 

korupsi. Seiring waktu, Ghana mulai memperkenalkan langkah-

langkah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 

Ghana memanfaatkan teknologi digital untuk 

meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif. Platform Open 

Data yang diperkenalkan oleh pemerintah memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses data terkait pendapatan yang 

dihasilkan dari sektor minyak dan gas, serta bagaimana dana 

tersebut digunakan oleh pemerintah. Selain itu, Ghana juga 

memperkenalkan Sistem Pelaporan Keuangan Terintegrasi yang 

memungkinkan pemantauan real-time terhadap pendapatan dari 

sektor ekstraktif. 
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Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari Ghana antara 

lain: 

• Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi digital, 

seperti platform data terbuka dan sistem pelaporan 

terintegrasi, dapat meningkatkan transparansi dan 

memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi 

terkait pengelolaan sumber daya alam. 

• Keterlibatan Masyarakat: Ghana juga menekankan 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap sektor 

ekstraktif. 

• Pelaporan Terbuka: Pemerintah Ghana telah menunjukkan 

bagaimana pelaporan pendapatan dan penggunaan dana 

secara terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

kepercayaan publik. 

Referensi dari Bauer et al. (2018) dalam Leveraging 

Technology for Transparency in Ghana's Oil and Gas Sector 

menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat 

untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan sektor 

ekstraktif. 

Melalui analisis studi kasus di Norwegia, Brasil, dan Ghana, 

kita dapat melihat berbagai pendekatan yang telah berhasil 

diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki 
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tantangan dan solusi yang berbeda, namun ada beberapa prinsip 

umum yang dapat diambil: 

• Transparansi dalam Pelaporan: Semua negara yang 

berhasil menerapkan transparansi berfokus pada 

pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai pendapatan 

dan penggunaan dana hasil eksploitasi. 

• Pengawasan Independen: Lembaga independen dan audit 

eksternal memainkan peran kunci dalam memastikan 

akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. 

• Partisipasi Masyarakat: Keberhasilan transparansi juga 

sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat 

terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan 

keputusan. 

Pembelajaran dari negara-negara ini dapat diterapkan di 

berbagai negara lain yang bergantung pada sektor ekstraktif 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. 
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Bab 5 

Tantangan Mewujudkan Transparansi dan 
Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas Bumi 

Kabupaten Bojonegoro 
 

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia, merupakan salah satu daerah yang kaya akan 

sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Penemuan 

dan eksploitasi sumber daya alam tersebut telah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah ini. Namun, 

sektor ekstraktif, seperti industri minyak dan gas, sering kali 

menghadapi tantangan besar terkait dengan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaannya. Meskipun beberapa 

kemajuan telah dicapai, masalah dan tantangan terkait 

implementasi transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi isu 

yang perlu diatasi. 

Bab ini akan membahas beberapa masalah dan tantangan 

yang dihadapi oleh Kabupaten Bojonegoro dalam 

mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan dapat meningkatkan pengelolaan sektor ekstraktif 

yang lebih berkelanjutan. 

1. Tantangan dalam Mendorong Transparansi 

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, 

khususnya di sektor ekstraktif, sangat penting untuk memastikan 
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bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya dapat berjalan dengan 

adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, transparansi 

tidak hanya merujuk pada keterbukaan informasi kepada 

masyarakat, tetapi juga kepada pengawasan yang efektif 

terhadap bagaimana perusahaan dan pemerintah mengelola 

sumber daya tersebut. Namun, meskipun penting, transparansi di 

sektor ekstraktif sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, 

baik yang bersifat politik, birokrasi, maupun kurangnya 

mekanisme pengawasan yang memadai. 

Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

tantangan-tantangan utama dalam mendorong transparansi di 

sektor ekstraktif, dengan fokus pada hambatan politik dan 

birokrasi serta kurangnya mekanisme pengawasan yang 

memadai. Analisis ini akan didasarkan pada literatur terkini, 

termasuk jurnal internasional dan buku-buku yang relevan dalam 

sepuluh tahun terakhir. 

Salah satu tantangan utama yang menghalangi 

transparansi di sektor ekstraktif adalah kepentingan politik yang 

saling bertabrakan. Sumber daya alam, terutama minyak dan gas, 

sering kali menjadi pusat perhatian dalam politik lokal dan 

nasional. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seringkali 

terlibat dalam permainan politik yang berpotensi menghalangi 

upaya transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh Fisman dan 

Miguel (2007) dalam buku mereka Economic Gangsters, sektor 

ekstraktif seringkali terkait erat dengan korupsi dan klientelisme 
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politik, di mana elit politik dan pengusaha terlibat dalam 

hubungan yang tidak transparan untuk mendapatkan akses ke 

sumber daya alam dan keuntungan ekonomi. 

Korupsi yang terjadi dalam sektor ekstraktif tidak hanya 

berhubungan dengan penyalahgunaan anggaran, tetapi juga 

dengan pengaturan kebijakan yang bisa merugikan kepentingan 

masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah yang memiliki 

kepentingan politik dalam sektor ekstraktif cenderung 

melindungi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi, 

menghambat kebijakan yang mempromosikan transparansi, dan 

menekan upaya-upaya anti-korupsi. 

Sebagai contoh, Brazil menghadapi tantangan besar 

dalam meningkatkan transparansi di sektor minyak dan gas, 

karena hubungan dekat antara politikus dan perusahaan-

perusahaan energi besar. Jornal do Brasil (2016) mencatat bahwa 

meskipun ada regulasi yang mempromosikan transparansi, 

praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang bekerja 

sama dengan perusahaan energi sering kali menggagalkan upaya 

transparansi tersebut. 

Selain pengaruh politik, sektor ekstraktif sering kali 

menghadapi tantangan dari lobi perusahaan yang berusaha 

mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan mereka 

sendiri. Perusahaan-perusahaan besar di sektor ekstraktif, seperti 

yang bergerak di bidang minyak dan gas, memiliki kekuatan 

ekonomi yang besar yang memungkinkan mereka untuk 
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mempengaruhi pembuatan kebijakan dan peraturan yang 

berkaitan dengan transparansi dan pengelolaan sumber daya 

alam. 

Menurut Auty (2017) dalam Natural Resources and 

Development, ketergantungan negara-negara pada perusahaan 

besar ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi 

sumber daya. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan 

sumber daya alam menjadi tantangan besar karena lobi 

perusahaan dapat menutupi data penting atau menghambat 

pengawasan yang memadai terhadap praktik-praktik mereka. Hal 

ini menyebabkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi 

masyarakat, meskipun transparansi seharusnya menjadi 

mekanisme untuk mengontrol kebijakan yang berisiko. 

Di Indonesia, misalnya, beberapa perusahaan besar dalam 

sektor energi sering beroperasi dengan sangat sedikit 

pengawasan. Bastian et al. (2019) dalam kajian mereka 

mengungkapkan bahwa di beberapa daerah yang kaya sumber 

daya alam, kebijakan yang mendorong transparansi terhambat 

oleh kekuatan lobi ini, yang berujung pada kegagalan untuk 

menghasilkan laporan yang jelas dan akurat mengenai 

pendapatan negara dari sektor ekstraktif. 

Salah satu hambatan utama yang menghambat 

transparansi dalam sektor ekstraktif adalah kelembagaan yang 

lemah dan fragmentasi administratif di dalam pemerintahan. 

Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami masalah 
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koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam. Dalam 

banyak kasus, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing memiliki sistem dan 

prosedur yang terpisah. Hal ini menyebabkan sulitnya 

menghasilkan laporan yang konsisten, transparan, dan dapat 

dipercaya. 

Menurut Sundaram (2020) dalam jurnal Governance and 

Accountability in Resource Management, kelembagaan yang 

terfragmentasi sering kali berujung pada ketidakjelasan 

tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, dalam banyak kasus, 

tidak ada lembaga yang memiliki tanggung jawab yang jelas 

untuk memantau dan mengawasi sumber daya alam secara 

keseluruhan. 

Kelembagaan yang lemah juga sering berhubungan 

dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Banyak 

instansi pemerintah yang kekurangan tenaga ahli yang memiliki 

pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola dan 

memverifikasi data yang berkaitan dengan sektor ekstraktif. 

Sebagai contoh, dalam laporan BPK (2020) tentang pengelolaan 

sektor energi di Indonesia, ditemukan bahwa banyak instansi 

pemerintah yang terlibat dalam pengawasan sumber daya alam 
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tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menggunakan alat 

teknologi dan sistem informasi untuk mendukung transparansi. 

Sistem pengawasan yang tidak terintegrasi adalah salah 

satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

mendorong transparansi. Meskipun beberapa negara memiliki 

sistem pengawasan yang terpisah untuk setiap sektor, 

pengawasan yang lebih luas dan terintegrasi terhadap aliran 

pendapatan dari sumber daya alam sering kali tidak dilakukan 

dengan baik. Pemerintah daerah dan pusat perlu memiliki sistem 

yang lebih terkoordinasi untuk memantau pengeluaran, distribusi 

pendapatan, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

eksploitasi. 

Dalam penelitian oleh Fayos (2018) mengenai mekanisme 

pengawasan di sektor ekstraktif, ditemukan bahwa meskipun ada 

banyak badan pengawas, tidak ada satu pun yang memiliki 

kewenangan untuk secara langsung mengawasi dan 

mengevaluasi transparansi di sektor ekstraktif secara keseluruhan. 

Hal ini menyebabkan adanya kekosongan dalam pengawasan 

dan pengendalian terhadap perusahaan yang beroperasi di 

sektor ini. 

Selain kelembagaan dan birokrasi yang lemah, tantangan 

lain yang menghambat transparansi adalah lambatnya adaptasi 

terhadap teknologi yang dapat memfasilitasi transparansi dan 

pengawasan. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem 

pelaporan elektronik, database terbuka, dan platform digital 
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untuk transparansi sering kali terhambat oleh ketidakmampuan 

birokrasi dalam mengimplementasikan dan mengelola teknologi 

tersebut. 

Buku oleh Yulianto (2018), Penerapan Teknologi Informasi 

dalam Pengawasan Keuangan Daerah, mengungkapkan bahwa 

banyak instansi pemerintah yang belum memanfaatkan potensi 

teknologi secara maksimal untuk memastikan transparansi 

keuangan dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. Misalnya, di 

Indonesia, meskipun ada inisiatif dari pemerintah pusat seperti 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), penerapannya di 

tingkat lokal masih sering terbentur oleh masalah kapasitas teknis 

dan birokrasi yang tidak fleksibel. 

Untuk mengatasi hambatan birokrasi, penguatan 

kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi yang 

terlibat dalam pengelolaan sektor ekstraktif sangat penting. 

Pemerintah daerah perlu menetapkan lembaga yang memiliki 

kewenangan penuh dalam mengawasi dan memantau aliran 

pendapatan dari sektor ekstraktif. Selain itu, membangun sistem 

pengawasan yang terintegrasi antara berbagai lembaga 

pemerintahan akan mengurangi fragmentasi administratif dan 

meningkatkan akuntabilitas. 

Penggunaan teknologi digital yang lebih baik untuk 

pelaporan keuangan dan pengelolaan data sangat dibutuhkan 

untuk memperbaiki transparansi. Pemerintah daerah perlu 

mengembangkan platform pelaporan yang terbuka, seperti yang 
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dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil menerapkan 

sistem transparansi ekstraktif, misalnya melalui EITI (Extractive 

Industries Transparency Initiative). 

Selain penguatan kelembagaan, kebijakan yang jelas dan 

kuat dalam melawan korupsi dan lobi perusahaan juga sangat 

penting. Pembentukan badan independen yang tidak 

terpengaruh oleh kekuatan politik akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap proses transparansi dan 

pengawasan. Stiglitz (2015) dalam bukunya The Price of Inequality 

menekankan pentingnya transparansi dalam sistem politik yang 

lebih luas untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong 

reformasi yang efektif. 

Transparansi di sektor ekstraktif menghadapi berbagai 

tantangan yang bersifat politik, birokrasi, dan pengawasan. 

Hambatan politik dan birokrasi yang lemah sering kali 

menyebabkan kegagalan dalam mempromosikan transparansi, 

sementara lobi perusahaan yang kuat dapat memperburuk 

situasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kelembagaan 

dan sistem pengawasan, serta memanfaatkan teknologi digital 

untuk memastikan transparansi yang lebih baik di sektor 

ekstraktif. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan komitmen politik 

yang kuat dan kebijakan yang mendukung integritas serta 

akuntabilitas. 

2. Tantangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas 
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Akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti minyak 

dan gas bumi, menjadi aspek yang sangat penting dalam 

memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberi 

manfaat yang seimbang bagi masyarakat dan negara. 

Akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang 

jelas dari pihak yang mengelola sumber daya alam, baik itu 

pemerintah, perusahaan, maupun lembaga terkait lainnya, 

terhadap masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan 

utama. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar sering muncul 

dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor ini. Bab ini akan 

membahas beberapa tantangan utama dalam meningkatkan 

akuntabilitas, khususnya kendala yang dihadapi masyarakat 

dalam meminta pertanggungjawaban dan ketidakadilan dalam 

pembagian keuntungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam 

meminta pertanggungjawaban adalah keterbatasan akses 

informasi yang relevan mengenai pengelolaan sumber daya alam, 

terutama yang berkaitan dengan pendapatan negara dari sektor 

ekstraktif, aliran dana, dan dampak sosial-ekonomi yang 

dihasilkan dari eksploitasi sumber daya tersebut. Transparansi 

dalam hal ini sangat penting, karena tanpa informasi yang jelas 

dan dapat diakses, masyarakat akan kesulitan dalam 

mengidentifikasi apakah tindakan pemerintah dan perusahaan 

telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. 
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Menurut Bastian et al. (2019) dalam The State of 

Transparency in the Extractive Sector, banyak negara yang kaya 

akan sumber daya alam, termasuk Indonesia, mengalami 

kekurangan dalam sistem pelaporan yang memadai. Informasi 

mengenai keuntungan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif, serta 

pembagian keuntungan antara pemerintah dan masyarakat, 

sering kali disembunyikan atau tidak disajikan dengan cara yang 

dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Hal ini mempersulit 

upaya masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari 

perusahaan dan pemerintah. 

Di Indonesia, meskipun ada kebijakan seperti Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI), pelaksanaan transparansi 

masih terhambat oleh kesulitan dalam mengakses data yang 

relevan di tingkat lokal. Sebagai contoh, laporan keuangan dari 

perusahaan-perusahaan ekstraktif sering kali disusun dalam 

format yang sangat teknis dan tidak mudah dipahami oleh 

masyarakat awam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam 

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai bagaimana sumber daya alam dikelola. 

Masyarakat sering kali tergantung pada pemerintah untuk 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan ekstraktif yang 

beroperasi di wilayah mereka. Namun, dalam banyak kasus, 

ketergantungan ini menjadi masalah, terutama ketika pemerintah 

tidak cukup independen atau tidak memiliki kapasitas yang cukup 

untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut. Keterbatasan 
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anggaran dan kapasitas kelembagaan sering kali menghalangi 

pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif. 

Menurut Harrison et al. (2020) dalam The Role of Civil 

Society in Resource Governance, di banyak negara berkembang, 

masyarakat lokal sering kali merasa terpinggirkan dalam proses 

pengawasan sektor ekstraktif, karena pengawasan tersebut 

dilakukan secara sentralisasi dan tidak melibatkan partisipasi 

mereka secara langsung. Masyarakat juga menghadapi kesulitan 

dalam mengakses saluran yang memadai untuk mengajukan 

keberatan atau melaporkan masalah yang mereka hadapi terkait 

dengan eksploitasi sumber daya alam. 

Selain itu, korupsi yang ada di level pemerintah juga 

menjadi hambatan besar dalam meningkatkan akuntabilitas. 

Praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang 

berhubungan dengan perusahaan ekstraktif bisa menghalangi 

upaya masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban yang 

seharusnya. Global Witness (2018) menyatakan bahwa dalam 

banyak kasus, pejabat pemerintah yang terlibat dalam sektor 

ekstraktif sering kali terlindungi oleh jaringan kekuasaan politik, 

yang membuat proses akuntabilitas menjadi lebih sulit dilakukan. 

Masyarakat sering kali merasa bahwa mereka tidak 

memiliki cukup kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah 

mereka. Faktor ini terkait erat dengan masalah keterbatasan 

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan 
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pembuatan kebijakan. Menurut Tullock et al. (2019) dalam Public 

Choice Theory and the Extractive Sector, ketimpangan kekuasaan 

antara perusahaan besar dan masyarakat lokal sering kali 

membuat kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan bagi 

perusahaan dan lebih merugikan masyarakat. 

Proses perumusan kebijakan yang tidak melibatkan 

masyarakat secara langsung menyebabkan keputusan yang 

diambil cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya 

menjadi penonton dari keputusan yang telah dibuat tanpa adanya 

kesempatan untuk memberikan masukan atau mempengaruhi 

arah kebijakan.  

Pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam 

yang tidak adil merupakan tantangan besar dalam meningkatkan 

akuntabilitas. Meskipun sektor ekstraktif, terutama minyak dan 

gas, dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara, 

namun tidak jarang pembagian pendapatan ini tidak memberikan 

manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebagian besar 

keuntungan sering kali berakhir di tangan perusahaan-

perusahaan besar dan elit politik, sementara masyarakat lokal 

yang seharusnya mendapatkan dampak positif dari sumber daya 

alam yang dieksploitasi justru sering kali mengalami kerugian 

dalam bentuk kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, 

dan ketidakadilan sosial. 



107 
 

Dalam laporan United Nations Development Programme 

(UNDP) 2018, disebutkan bahwa di banyak negara dengan 

sumber daya alam yang melimpah, seperti Indonesia, sebagian 

besar pendapatan dari sektor ekstraktif disalurkan ke pemerintah 

pusat dan perusahaan besar, sementara masyarakat lokal, 

terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang atau ladang 

minyak, tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Padahal, 

seharusnya, masyarakat lokal harus memperoleh bagian dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam 

yang ada di wilayah mereka. 

Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ini dapat 

memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta 

menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan perusahaan yang terlibat. Ross (2017) dalam The Oil Curse 

menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pendapatan 

dari sektor ekstraktif seringkali menumbuhkan ketidakpuasan 

yang berujung pada ketegangan sosial dan konflik. Dalam 

konteks Indonesia, ketimpangan ini seringkali tercermin dalam 

penghasilan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari 

sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. 

Selain masalah ketimpangan, mekanisme pembagian 

keuntungan yang tidak transparan juga menjadi tantangan dalam 

sektor ekstraktif. Dalam banyak kasus, tidak ada sistem yang jelas 

dan terbuka mengenai bagaimana keuntungan dari sumber daya 
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alam dibagi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat 

lokal. Pembagian yang tidak jelas ini menyebabkan timbulnya 

ketidakadilan, di mana masyarakat lokal tidak tahu berapa banyak 

pendapatan yang seharusnya mereka terima atau bagaimana 

dana tersebut digunakan. 

Ali & Ahmad (2016) dalam jurnal mereka yang berjudul 

Revenue Management and Public Accountability in Extractive 

Industries mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam 

pembagian keuntungan sering kali disebabkan oleh kurangnya 

regulasi yang jelas yang mengatur bagaimana pendapatan dari 

sektor ekstraktif harus didistribusikan. Tanpa adanya aturan yang 

jelas, perusahaan dan pemerintah cenderung mengeksploitasi 

sistem ini untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa 

memperhatikan hak-hak masyarakat. 

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam meminta 

pertanggungjawaban adalah dengan meningkatkan partisipasi 

publik dalam proses pengawasan dan pembuatan kebijakan 

terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus 

menyediakan saluran yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan 

melalui platform digital, forum-forum publik, dan mekanisme 

konsultasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif 

dalam proses pemerintahan. 
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Penting untuk menciptakan mekanisme pembagian 

keuntungan yang adil dan transparan. Pemerintah harus 

menetapkan standar yang jelas mengenai bagaimana 

keuntungan dari sektor ekstraktif harus dibagi antara perusahaan, 

pemerintah, dan masyarakat lokal. Salah satu contoh yang bisa 

diterapkan adalah sistem royalti yang jelas, di mana perusahaan 

membayar bagian yang adil dari pendapatan mereka kepada 

pemerintah daerah yang memiliki sumber daya tersebut. 

Untuk memastikan bahwa sistem akuntabilitas berfungsi 

dengan baik, perlu ada penguatan terhadap lembaga 

pengawasan independen, yang dapat memantau bagaimana 

pendapatan dari sektor ekstraktif digunakan dan dibagikan. 

Lembaga-lembaga ini harus memiliki wewenang yang cukup dan 

dapat bekerja tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat 

dalam sektor ekstraktif. 

Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas sektor 

ekstraktif di Indonesia dan daerah lainnya terletak pada 

keterbatasan akses informasi, ketidakadilan dalam pembagian 

keuntungan, dan pengawasan yang lemah. Agar sektor ekstraktif 

dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh 

pemangku kepentingan, perlu ada reformasi sistemik yang 

mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi 

pembagian keuntungan, dan penguatan lembaga pengawasan 

independen. 
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3. Dampak Negatif dari Kurangnya Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Sektor ekstraktif, yang mencakup eksploitasi sumber daya 

alam seperti minyak, gas bumi, dan mineral, memainkan peran 

penting dalam perekonomian negara-negara yang kaya akan 

sumber daya alam, termasuk Indonesia. Meskipun sektor ini 

memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi, 

tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai, 

dampak negatifnya dapat sangat merugikan, baik dari sisi 

ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ketika pengelolaan sumber 

daya alam tidak transparan dan tidak akuntabel, dampak-

dampaknya bisa terasa jauh melampaui kerugian finansial dan 

dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan kerusakan 

lingkungan yang sulit untuk diperbaiki. Bab ini bertujuan untuk 

mengkaji dampak negatif yang timbul akibat kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif, baik dari 

perspektif kerugian ekonomi bagi daerah dan masyarakat, 

maupun dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.  

Salah satu dampak yang paling jelas dari kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif adalah 

penurunan pendapatan daerah yang dihasilkan dari eksploitasi 

sumber daya alam. Ketika perusahaan ekstraktif dan pemerintah 

tidak transparan dalam melaporkan pendapatan yang dihasilkan, 

serta tidak akuntabel dalam membagikan hasil eksploitasi 

tersebut, sebagian besar pendapatan yang seharusnya diterima 
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oleh pemerintah daerah dan masyarakat bisa berkurang atau 

bahkan tidak sampai ke mereka. Keuntungan yang diperoleh dari 

sektor ini cenderung lebih banyak mengalir ke pihak-pihak yang 

memiliki hubungan dekat dengan pengambil kebijakan atau 

pengusaha besar, sementara daerah tempat sumber daya alam 

itu berada tidak mendapatkan manfaat yang sebanding. 

Sebagai contoh, di Indonesia, meskipun sektor ekstraktif 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional, beberapa daerah yang kaya akan 

sumber daya alam, seperti Kalimantan dan Sumatra, justru tidak 

merasakan manfaatnya secara maksimal. Penelitian Bastian et al. 

(2019) dalam The State of Resource Governance in Indonesia 

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan sering kali terjadi, 

di mana sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh 

perusahaan-perusahaan besar dari sektor ekstraktif tidak 

dibagikan secara adil kepada masyarakat lokal atau daerah 

penghasil. Kurangnya mekanisme pelaporan yang transparan 

menyebabkan ketidakpastian tentang berapa banyak 

pendapatan yang harus dibagikan kepada pemerintah daerah, 

yang akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi lokal. 

Pendapatan yang hilang atau tidak maksimal akibat 

kurangnya transparansi dalam sektor ekstraktif dapat 

menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik 

yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Daerah penghasil 

sumber daya alam seharusnya bisa menggunakan sebagian besar 
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pendapatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal 

seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang 

akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa 

akuntabilitas yang jelas, dana yang seharusnya digunakan untuk 

tujuan tersebut sering kali disalahgunakan atau hilang tanpa 

pertanggungjawaban yang memadai. 

Pemerintah daerah yang bergantung pada royalti sumber 

daya alam dan pajak perusahaan dalam pembiayaan 

pembangunan lokal sering kali tidak memiliki akses atau kontrol 

yang cukup atas pendapatan tersebut. Tullock et al. (2020) dalam 

Public Choice and Resource Wealth menjelaskan bahwa 

keterbatasan informasi dan kurangnya mekanisme pengawasan 

dapat menyebabkan sebagian besar pendapatan yang 

seharusnya diperoleh daerah penghasil justru dikorupsi atau tidak 

digunakan secara efisien. Akibatnya, meskipun sektor ekstraktif 

memiliki potensi besar untuk mendanai pembangunan lokal, 

masyarakat tetap hidup dalam kondisi kemiskinan dan 

ketertinggalan. 

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya alam juga dapat memperburuk 

kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah yang kaya akan 

sumber daya alam dan daerah lainnya. Ketika sebagian besar 

keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dikuasai oleh 

perusahaan besar dan elit politik, masyarakat lokal sering kali 

tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap kesempatan 
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ekonomi dan pembangunan. Sistem yang tidak adil dalam 

pembagian keuntungan ini berpotensi menyebabkan polarisasi 

sosial, di mana sebagian kelompok masyarakat menjadi sangat 

kaya, sementara sebagian besar lainnya tetap miskin. 

Ross (2017) dalam The Oil Curse mencatat bahwa 

ketidakadilan dalam pembagian keuntungan sering kali 

memperburuk ketimpangan pendapatan di daerah penghasil 

sumber daya alam. Hal ini bisa menciptakan ketegangan sosial 

yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial antara 

masyarakat lokal dan perusahaan atau pemerintah, yang pada 

akhirnya menghambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan. 

Ketika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sektor ekstraktif tidak terjaga, salah satu dampak sosial yang 

paling signifikan adalah timbulnya konflik sosial. Konflik ini sering 

kali muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap cara 

pemerintah dan perusahaan ekstraktif mengelola sumber daya 

alam yang ada di wilayah mereka. Kurangnya partisipasi publik 

dalam proses pengambilan keputusan serta ketidakadilan dalam 

pembagian hasil eksploitasi dapat memicu rasa tidak adil dan 

frustrasi di kalangan masyarakat. 

Harrison et al. (2020) dalam Social Conflicts and Resource 

Governance menyatakan bahwa salah satu penyebab utama 

konflik sosial di daerah penghasil sumber daya alam adalah 

ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Masyarakat lokal sering kali merasa bahwa mereka hanya menjadi 
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pihak yang dirugikan dalam proses eksploitasi sumber daya alam 

yang ada di wilayah mereka, sementara keuntungan yang 

diperoleh tidak mereka rasakan. Ketidakpuasan ini sering kali 

berkembang menjadi protes atau bahkan konflik terbuka antara 

masyarakat dan perusahaan atau pemerintah. 

Dampak sosial lain dari kurangnya transparansi adalah 

marginalisasi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat 

lokal yang tinggal di sekitar kawasan ekstraktif, seperti tambang 

minyak dan gas, sering kali tidak dilibatkan dalam keputusan 

terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Mereka tidak 

diberi kesempatan untuk berbicara mengenai bagaimana sumber 

daya alam mereka dikelola atau bagaimana keuntungan dari 

eksploitasi tersebut dibagi. 

Global Witness (2018) dalam laporan mereka mengenai 

peningkatan transparansi dalam sektor ekstraktif mencatat bahwa 

masyarakat lokal sering kali merasa terpinggirkan dan tidak 

diberdayakan. Mereka tidak diberikan akses yang cukup untuk 

mengakses informasi tentang bagaimana perusahaan melakukan 

eksploitasi, berapa banyak keuntungan yang dihasilkan, dan 

bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan lokal. 

Hal ini menyebabkan rasa keterasingan yang mendalam di 

kalangan masyarakat lokal dan dapat memperburuk 

ketidaksetaraan sosial. 

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sektor ekstraktif sering kali menyebabkan kerusakan 
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lingkungan yang serius. Dalam banyak kasus, perusahaan 

ekstraktif yang tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah atau 

lembaga independen sering kali mengabaikan standar-standar 

lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan 

kerusakan ekosistem yang besar. Penambangan minyak dan gas 

yang tidak ramah lingkungan, seperti tumpahan minyak, 

pencemaran udara, dan kerusakan habitat, dapat mengancam 

keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. 

Menurut Harrison et al. (2020), kurangnya pengawasan dan 

penegakan hukum yang efektif sering kali memungkinkan 

perusahaan untuk mengabaikan peraturan lingkungan. Misalnya, 

perusahaan minyak yang tidak transparan mengenai dampak 

lingkungannya dapat mencemari tanah dan air, merusak habitat 

flora dan fauna, serta memperburuk perubahan iklim yang 

mempengaruhi masyarakat lokal. Indonesia, dengan banyaknya 

proyek ekstraktif, menghadapi tantangan besar terkait dengan 

kerusakan hutan dan pencemaran laut akibat kurangnya 

pengawasan yang memadai. 

Dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam 

tidak hanya terbatas pada kerusakan langsung terhadap 

ekosistem, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim 

yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Sumber daya alam 

seperti minyak dan gas bumi, yang dieksploitasi tanpa 

mempertimbangkan keberlanjutan, berkontribusi terhadap emisi 

karbon yang memperburuk pemanasan global. Dampak 
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perubahan iklim ini sering kali lebih dirasakan oleh masyarakat 

lokal yang tinggal di sekitar area ekstraktif, yang tergantung pada 

sumber daya alam alami untuk penghidupan mereka. 

Global Environmental Facility (2021) menyebutkan bahwa 

daerah yang sangat bergantung pada industri ekstraktif sering 

kali menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim, terutama jika 

tidak ada upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi 

dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif. 

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sektor ekstraktif memiliki dampak negatif yang 

sangat signifikan terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. 

Kerugian ekonomi yang timbul dari ketidakadilan dalam 

pembagian keuntungan, konflik sosial yang muncul akibat 

marginalisasi masyarakat lokal, serta kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab 

merupakan beberapa dampak utama yang harus dihadapi. Untuk 

mengurangi dampak-dampak negatif ini, penting bagi 

pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama 

dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik 

di sektor ekstraktif, yang pada gilirannya akan membantu 

menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih 

berkelanjutan dan adil. 
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Bab 6 

Langkah Strategis Meningkatkan Transparansi dan 
Akuntabilitas di Industri Minyak dan Gas 

Bojonegoro, sebagai salah satu daerah penghasil minyak 

dan gas bumi di Indonesia, memiliki peran penting dalam 

perekonomian regional dan nasional. Sumber daya alam ini, 

meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sering kali 

menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan yang transparan 

dan akuntabel. Ketidakjelasan dalam pembagian hasil eksploitasi, 

kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, serta 

ketidakikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

sering menjadi penyebab terhambatnya manfaat yang 

seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Oleh karena 

itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor 

ekstraktif, khususnya dalam hal eksploitasi minyak dan gas bumi 

di Bojonegoro. 

Bab ini akan membahas beberapa strategi dan 

rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas di Bojonegoro, serta dampak 

positif yang dapat dihasilkan dari penerapan strategi ini. 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan 

Sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi, 

merupakan salah satu pilar ekonomi di Indonesia, termasuk 



118 
 

Kabupaten Bojonegoro yang kaya akan sumber daya alam ini. 

Meskipun potensi besar yang dimiliki, sektor ini sering kali 

menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa 

manfaat dari eksploitasi sumber daya alam benar-benar dinikmati 

oleh masyarakat lokal adalah dengan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan. 

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahap 

pengambilan keputusan, serta pembentukan forum komunikasi 

yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, 

menjadi kunci untuk menciptakan sektor ekstraktif yang lebih 

transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, bab ini akan 

menganalisis pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan sektor ekstraktif, khususnya di Kabupaten 

Bojonegoro, serta memberikan rekomendasi terkait cara-cara 

yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini. 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif 

merujuk pada keterlibatan aktif warga negara, terutama 

masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi eksplorasi dan 

produksi sumber daya alam, dalam mengawasi dan memonitor 

kegiatan perusahaan ekstraktif. Partisipasi ini dapat dilakukan 

melalui berbagai bentuk, seperti keikutsertaan dalam pembuatan 

kebijakan, pengawasan langsung, serta pengumpulan dan 

penyebaran informasi. 
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Sebagai bagian dari good governance, partisipasi 

masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap 

keputusan yang lebih demokratis, lebih akuntabel, dan lebih 

berpihak pada kepentingan masyarakat (Lockwood, 2020). Dalam 

konteks sektor ekstraktif, partisipasi masyarakat mencakup 

pengawasan terhadap penggunaan dana bagi hasil, pengelolaan 

lingkungan, serta keadilan dalam pembagian hasil eksploitasi 

sumber daya alam. 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting, 

terutama dalam sektor ekstraktif yang sering kali melibatkan 

sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. 

Partisipasi ini tidak hanya memastikan bahwa masyarakat memiliki 

suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada 

mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang dapat 

terjadi dalam industri ini (Schroeder & Broughton, 2021). 

Beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan sangat penting antara lain: 

• Mengurangi Potensi Korupsi: Ketika masyarakat terlibat 

dalam proses pengawasan, mereka dapat membantu 

mengidentifikasi dan mencegah adanya praktik korupsi 

atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan daerah. 

• Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dan 
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pemerintah akan lebih cenderung untuk 

mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan 

mereka kepada publik. 

• Memberdayakan Masyarakat Lokal: Partisipasi dalam 

pengawasan memberikan kesempatan bagi masyarakat 

untuk terlibat langsung dalam keputusan yang 

mempengaruhi lingkungan mereka, serta memungkinkan 

mereka untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari 

hasil eksploitasi sumber daya alam. 

Tahap pertama dalam pengawasan adalah perencanaan 

dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan 

eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada tahap ini, 

masyarakat dapat dilibatkan dalam berbagai cara, seperti melalui 

musyawarah desa, forum konsultasi, atau pertemuan antara 

pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap ini 

penting agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. 

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melibatkan 

masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan 

keputusan adalah: 

1. Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Pembangunan: 

Pemerintah daerah perlu mengundang masyarakat untuk 

terlibat dalam perencanaan proyek-proyek ekstraktif sejak 
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awal, dengan memberikan pemahaman tentang potensi 

dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. 

2. Dialog Terbuka dan Musyawarah: Proses musyawarah yang 

melibatkan semua pemangku kepentingan akan 

menciptakan kesepahaman dan mengurangi konflik antara 

pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini 

dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan berkala atau 

forum konsultasi antara pemangku kepentingan. 

Setelah kebijakan dan perencanaan disusun, tahap 

berikutnya adalah implementasi proyek ekstraktif. Pada tahap ini, 

masyarakat dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang 

memantau apakah perusahaan memenuhi kewajibannya terkait 

dengan dana bagi hasil, pembayaran royalti, serta 

penanggulangan dampak lingkungan. 

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat 

dilakukan dalam tahap ini adalah: 

1. Penyelenggaraan Forum Pengawasan: Pembentukan 

forum pengawasan yang terdiri dari perwakilan 

pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang dapat 

mengevaluasi pelaksanaan proyek, serta memastikan 

bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dipatuhi. 

2. Pemantauan Dampak Lingkungan dan Sosial: Masyarakat 

dapat dilibatkan dalam pemantauan dampak lingkungan 

yang disebabkan oleh kegiatan ekstraktif. Pengawasan ini 
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bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana 

seperti aplikasi pelaporan dampak atau bahkan 

keterlibatan langsung dalam audit lingkungan yang 

dilakukan oleh pihak independen. 

Evaluasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan juga 

menjadi bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan. Pada tahap evaluasi, masyarakat harus diberikan 

ruang untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek, 

serta dampaknya terhadap mereka. Partisipasi pada tahap ini 

tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah 

proyek memberikan manfaat, tetapi juga untuk menyarankan 

perbaikan dalam implementasi proyek ke depannya. 

Contoh bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini 

adalah: 

1. Penyelenggaraan Laporan Tahunan dan Forum Evaluasi: 

Pemerintah Bojonegoro dan perusahaan ekstraktif harus 

menyusun laporan tahunan yang mencakup berbagai 

aspek, mulai dari pendapatan daerah, dampak sosial dan 

ekonomi, hingga kebijakan lingkungan. Laporan tersebut 

harus disampaikan kepada masyarakat melalui forum 

evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait. 

2. Survei dan Umpan Balik dari Masyarakat: Survei yang 

mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dapat 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mereka 
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merasakan dampak dari kegiatan ekstraktif yang 

berlangsung. Hasil survei ini dapat menjadi acuan untuk 

keputusan-keputusan kebijakan yang akan datang. 

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif adalah 

melalui forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat. Forum komunikasi ini akan menjadi 

tempat untuk berbagi informasi mengenai kegiatan ekstraktif 

yang sedang berlangsung, termasuk hasil eksplorasi, kontribusi 

terhadap ekonomi daerah, dan dampak sosial serta lingkungan 

yang ditimbulkan. 

Forum komunikasi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai 

bentuk, antara lain: 

• Rapat umum dan dialog publik: Rapat atau dialog terbuka 

yang diadakan secara berkala, di mana masyarakat dapat 

mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran 

terkait kegiatan ekstraktif. 

• Website dan platform informasi: Pemerintah dan 

perusahaan dapat membuat website resmi yang 

memberikan informasi terbaru mengenai proyek-proyek 

ekstraktif, termasuk data keuangan, dampak sosial dan 

lingkungan, serta laporan evaluasi. 

Dalam forum komunikasi ini, sangat penting untuk 

melibatkan lembaga independen, baik itu lembaga swadaya 
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masyarakat (LSM), akademisi, maupun lembaga audit yang 

memiliki kredibilitas. Lembaga-lembaga independen ini akan 

memastikan bahwa informasi yang dibagikan adalah objektif dan 

tidak terdistorsi oleh kepentingan pihak manapun. 

Lembaga independen juga dapat berfungsi sebagai 

mediator yang membantu menyelesaikan konflik yang mungkin 

timbul antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta 

mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat lokal. 

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang 

dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan sektor ekstraktif di Bojonegoro 

antara lain: 

1. Mengembangkan Kebijakan yang Mempermudah 

Partisipasi Masyarakat: Pemerintah Bojonegoro harus 

merancang kebijakan yang mempermudah masyarakat 

untuk terlibat dalam pengawasan proyek ekstraktif. Ini 

termasuk memberikan pelatihan dan fasilitas yang 

memungkinkan masyarakat untuk memahami dan 

mengakses informasi terkait proyek yang sedang 

berlangsung. 

2. Mendorong Pembentukan Forum Pengawasan yang 

Inklusif: Forum pengawasan yang melibatkan semua pihak 

harus dibentuk dan diaktifkan secara berkala. Forum ini 
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dapat berfungsi sebagai tempat diskusi antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat mengenai berbagai isu terkait 

proyek ekstraktif. 

3. Transparansi dalam Penyampaian Informasi: Pemerintah 

dan perusahaan harus memastikan bahwa informasi terkait 

proyek ekstraktif disampaikan dengan cara yang mudah 

dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk 

meningkatkan aksesibilitas informasi. 

4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pengawasan 

Independen: Penguatan peran lembaga independen yang 

bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek 

ekstraktif akan sangat penting untuk menjaga integritas 

dan akuntabilitas sektor ini. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

sektor ekstraktif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil 

eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat 

dalam setiap tahap pengambilan keputusan, serta membentuk 

forum komunikasi yang transparan antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat, diharapkan akan tercipta 

pengelolaan sektor ekstraktif yang lebih akuntabel, berkelanjutan, 

dan berpihak pada kepentingan masyarakat. 

2. Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah 
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Pemerintah daerah memegang peran penting dalam 

mengatur dan mengawasi aktivitas sektor ekstraktif yang 

beroperasi di wilayahnya. Regulasi lokal yang kuat dan spesifik 

dapat menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. 

Strategi untuk penguatan regulasi dan kebijakan lokal: 

1. Menerapkan kebijakan berbasis data: Pemerintah daerah 

perlu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan 

dengan sektor ekstraktif, seperti volume produksi, 

pendapatan, dan dampak lingkungan. Data ini menjadi 

dasar pembuatan kebijakan yang lebih efektif (Schroeder 

et al., 2020). 

2. Mewajibkan keterbukaan kontrak: Pemerintah daerah 

dapat membuat regulasi yang mengharuskan publikasi 

kontrak antara perusahaan dan pemerintah. Ini akan 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber 

daya. 

3. Mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan: Pemerintah 

perlu memastikan bahwa setiap aktivitas ekstraktif harus 

memenuhi standar keberlanjutan yang 

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 
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Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga 

pengawas eksternal, seperti auditor independen, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), atau badan pemeriksa negara, untuk 

memastikan pengawasan yang lebih objektif. 

Manfaat kolaborasi dengan lembaga eksternal: 

• Audit yang kredibel: Lembaga pengawas eksternal dapat 

melakukan audit terhadap aktivitas perusahaan ekstraktif, 

terutama terkait penggunaan dana dan dampak 

lingkungan. 

• Peningkatan akuntabilitas: Kolaborasi ini dapat 

mengurangi konflik kepentingan yang sering muncul 

dalam pengawasan internal pemerintah daerah. 

• Pendampingan teknis: Lembaga eksternal dapat 

memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas 

pengawasan mereka. 

3. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi 

Teknologi digital dapat menjadi alat yang sangat efektif 

untuk meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif. 

Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital yang 

memungkinkan pelaporan dan pemantauan aktivitas ekstraktif 

secara real-time. 

Fitur utama platform digital: 
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1. Pelaporan Keuangan: Platform ini dapat menyediakan 

informasi terkait pendapatan, pembayaran royalti, dan 

dana bagi hasil yang diterima dari perusahaan ekstraktif. 

2. Pemantauan Lingkungan: Menggunakan teknologi Internet 

of Things (IoT), data real-time tentang emisi, kualitas udara, 

dan kerusakan lingkungan dapat dikumpulkan dan 

dipublikasikan. 

3. Transparansi Data Produksi: Data produksi minyak dan gas 

dapat diakses secara publik untuk mengurangi potensi 

manipulasi data oleh perusahaan. 

Contoh Implementasi: 

• Di Norwegia, pemerintah menggunakan sistem pelaporan 

berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dalam 

aliran dana dari sektor ekstraktif (Auty, 2018). Blockchain 

memungkinkan pencatatan data yang tidak dapat 

dimanipulasi. 

Manfaat Teknologi dalam Transparansi 

• Meningkatkan kepercayaan publik: Teknologi digital 

membuat data lebih transparan dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

• Mengurangi korupsi: Dengan pencatatan digital, peluang 

untuk memanipulasi data dan melakukan korupsi 

berkurang secara signifikan. 
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• Pengambilan keputusan berbasis data: Informasi real-time 

memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk 

membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan 

sumber daya alam. 

4. Reformasi Kebijakan Perusahaan 

Perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif memiliki 

tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aktivitas mereka 

memberikan manfaat maksimal bagi daerah tempat mereka 

beroperasi. Reformasi kebijakan internal perusahaan diperlukan 

untuk menciptakan kejelasan terkait alokasi dana dan pembagian 

hasil eksploitasi. 

Langkah reformasi: 

1. Publikasi Laporan Keuangan: Perusahaan wajib 

mempublikasikan laporan keuangan yang mencakup 

pendapatan, pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi 

lainnya kepada pemerintah daerah. 

2. Transparansi Dana CSR: Dana yang dialokasikan untuk 

Corporate Social Responsibility (CSR) harus dipublikasikan 

secara terbuka, termasuk program apa saja yang dibiayai 

dan manfaat yang dihasilkan. 

3. Standar Transparansi Internasional: Perusahaan dapat 

mengadopsi standar internasional seperti Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI) untuk meningkatkan 

transparansi dalam pelaporan keuangan mereka. 
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Sistem pelaporan yang terbuka memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui informasi yang relevan terkait 

aktivitas perusahaan, termasuk data produksi, kontribusi terhadap 

pendapatan daerah, dan dampak sosial serta lingkungan. 

Komponen utama sistem pelaporan terbuka: 

1. Pelaporan Berbasis Digital: Perusahaan dapat 

menggunakan platform online untuk menyediakan 

informasi terkini kepada masyarakat. 

2. Pemantauan Independen: Laporan yang dipublikasikan 

harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen untuk 

memastikan keakuratan dan kredibilitasnya. 

3. Penyampaian yang Mudah Dipahami: Data yang disajikan 

harus dalam format yang sederhana dan mudah 

dimengerti oleh masyarakat umum. 

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor 

ekstraktif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan 

peran aktif pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi, serta 

reformasi kebijakan perusahaan. Pemerintah daerah harus 

memperkuat regulasi lokal dan bekerja sama dengan lembaga 

pengawas eksternal untuk menciptakan pengawasan yang lebih 

efektif. Teknologi digital dapat menjadi alat utama dalam 

meningkatkan transparansi melalui pelaporan dan pemantauan 

secara real-time. Di sisi lain, perusahaan ekstraktif perlu 

menjalankan reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa 
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alokasi dana dan pembagian hasil eksploitasi dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan strategi ini, 

sektor ekstraktif diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan 

dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan 

daerah. 
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Bab 7 

Mewujudkan Transparansi: Implementasi dan 
Pemantauan Kebijakan di Industri Minyak dan Gas 

 

1. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Transparansi 

Implementasi strategi untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif di 

Kabupaten Bojonegoro memerlukan rencana aksi yang terperinci 

dan komprehensif. Rencana aksi ini harus mencakup langkah-

langkah yang dapat diukur dan dimonitor secara berkala untuk 

memastikan bahwa tujuan transparansi dan akuntabilitas dapat 

tercapai dengan efektif. Berikut adalah beberapa langkah 

implementasi yang dapat diterapkan: 

1. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Lokal yang 

Mendukung Transparansi: Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro perlu menyusun dan memperbarui peraturan 

daerah yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas 

dalam sektor ekstraktif. Hal ini mencakup kebijakan terkait 

pelaporan keuangan, pembayaran royalti, dan 

pendistribusian dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas 

bumi. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait 

pendapatan dan kontribusi kepada pemerintah daerah. 

2. Pembentukan Forum Komunikasi Multi-Pihak: Untuk 

meningkatkan transparansi, perlu dibentuk forum 
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komunikasi yang melibatkan semua pihak terkait, seperti 

pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat. Forum ini 

dapat digunakan untuk membahas isu-isu seputar 

pengelolaan sektor ekstraktif, serta untuk mengawasi 

pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang ada. 

3. Pembangunan Platform Digital untuk Pelaporan dan 

Pemantauan: Sebagai bagian dari implementasi, 

pemerintah daerah dapat mengembangkan platform 

digital untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan 

aktivitas sektor ekstraktif secara terbuka. Platform ini harus 

memungkinkan akses yang mudah bagi masyarakat untuk 

melihat data produksi, pendapatan, serta dampak 

lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekstraktif. 

4. Penyusunan Panduan dan Standar Pengawasan oleh 

Lembaga Independen: Lembaga pengawas independen, 

seperti auditor eksternal atau organisasi masyarakat sipil, 

dapat diminta untuk menyusun panduan pengawasan 

yang objektif dan transparan. Standar ini akan membantu 

dalam memonitor apakah perusahaan-perusahaan 

ekstraktif benar-benar menjalankan kebijakan dan regulasi 

yang telah disepakati. 

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dicapai 

tanpa keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, 

masyarakat, dan lembaga pengawas harus bekerja sama dalam 
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merancang dan melaksanakan kebijakan ini. Berikut adalah cara 

melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan: 

1. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki tanggung 

jawab utama dalam merancang dan 

mengimplementasikan kebijakan. Mereka perlu 

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berfokus 

pada transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi 

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Perusahaan Ekstraktif: Perusahaan yang beroperasi di 

sektor ekstraktif harus berkomitmen untuk mengikuti 

regulasi yang berlaku dan berperan aktif dalam 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. 

Kolaborasi dengan perusahaan penting untuk memastikan 

mereka mematuhi kebijakan yang ada, serta menjalankan 

program CSR yang transparan. 

3. Masyarakat dan LSM: Masyarakat harus diberi kesempatan 

untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

melalui forum komunikasi yang dibentuk. LSM, sebagai 

perwakilan kepentingan masyarakat, dapat berfungsi 

sebagai pengawas independen untuk memastikan 

kebijakan berjalan dengan baik. 

4. Lembaga Pengawasan Independen: Lembaga 

pengawasan eksternal, seperti BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) atau organisasi internasional seperti EITI 
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(Extractive Industries Transparency Initiative), perlu 

dilibatkan untuk memberikan audit dan evaluasi objektif 

terkait pelaksanaan kebijakan dan regulasi. 

2. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk 

menilai kemajuan implementasi kebijakan yang diterapkan di 

sektor ekstraktif. Beberapa sistem yang dapat diterapkan antara 

lain: 

1. Sistem Pelaporan Berkala: Pemerintah dapat 

mengimplementasikan sistem pelaporan berkala di mana 

perusahaan diwajibkan untuk melaporkan data produksi, 

pendapatan, dan kontribusi mereka kepada pemerintah 

daerah setiap triwulan atau tahunan. Pelaporan ini harus 

terbuka dan mudah diakses oleh publik. 

2. Sistem Pemantauan Berbasis Teknologi: Platform digital 

yang dibangun untuk tujuan transparansi dapat juga 

digunakan sebagai alat pemantauan untuk memantau 

kemajuan implementasi kebijakan. Misalnya, pemerintah 

daerah dapat melacak seberapa sering dan tepat waktu 

laporan diterima dari perusahaan, serta mengevaluasi 

apakah mereka mematuhi regulasi yang ada. 

3. Audit Independen: Lembaga pengawas eksternal, seperti 

auditor independen, dapat melakukan audit terhadap 

laporan yang disampaikan oleh perusahaan untuk 
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memastikan kebenaran dan keakuratan informasi. Hasil 

audit ini harus dipublikasikan agar masyarakat dapat 

memantau apakah perusahaan memenuhi kewajiban 

transparansi mereka. 

4. Forum Pengawasan Berkala: Forum yang melibatkan 

pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga 

pengawas dapat diadakan secara berkala untuk 

mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan telah 

efektif dan untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul di 

lapangan. 

Indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan 

transparansi dan akuntabilitas ini mencakup: 

1. Peningkatan Keterbukaan Informasi: Salah satu indikator 

utama adalah tingkat keterbukaan informasi yang 

disediakan oleh perusahaan dan pemerintah. Semakin 

banyak data yang tersedia untuk publik mengenai 

pendapatan, royalti, dan dampak lingkungan, semakin baik 

implementasi kebijakan. 

2. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam forum komunikasi dan pengawasan sektor ekstraktif 

juga menjadi indikator keberhasilan. Semakin banyak 

masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan memberikan 

masukan terhadap kebijakan, semakin besar peluang 

kebijakan tersebut untuk berhasil. 
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3. Pengurangan Dampak Negatif Sosial dan Lingkungan: 

Salah satu tujuan dari transparansi dan akuntabilitas adalah 

untuk mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan. 

Oleh karena itu, indikator lain adalah pengurangan keluhan 

masyarakat terkait dampak buruk sektor ekstraktif, seperti 

pencemaran atau kerusakan infrastruktur lokal. 

Namun, tantangan yang mungkin dihadapi dalam 

implementasi kebijakan ini antara lain: 

• Perlawanan dari perusahaan: Beberapa perusahaan 

mungkin tidak mendukung kebijakan transparansi yang 

lebih ketat karena dianggap mengancam keuntungan 

mereka. 

• Keterbatasan sumber daya pemerintah: Pemerintah daerah 

mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran 

dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan pengawasan 

yang efektif. 

• Ketidakberdayaan masyarakat: Masyarakat mungkin 

merasa kesulitan dalam menuntut akuntabilitas dari 

perusahaan atau pemerintah, terutama jika mereka tidak 

memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka 

atau tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan 

pelanggaran. 

3. Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi di 

Bojonegoro 
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Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu daerah 

penghasil minyak terbesar di Indonesia, telah melaksanakan 

berbagai kebijakan terkait pengelolaan sektor ekstraktif. 

Beberapa kebijakan ini telah berhasil, namun ada juga yang 

belum sepenuhnya efektif. 

Keberhasilan Implementasi Kebijakan: 

1. Peningkatan Keterbukaan Data Produksi dan Keuangan: 

Salah satu contoh keberhasilan adalah penerapan sistem 

pelaporan berbasis digital yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses data produksi minyak dan 

gas bumi secara real-time. Inisiatif ini meningkatkan 

transparansi dan memungkinkan pengawasan yang lebih 

baik oleh masyarakat dan lembaga pengawas eksternal. 

2. Pembentukan Forum Komunikasi: Forum yang melibatkan 

masyarakat, pemerintah, dan perusahaan ekstraktif secara 

berkala telah terbukti efektif dalam menciptakan 

komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang terlibat. 

Forum ini memungkinkan diskusi terbuka mengenai 

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan solusi yang 

dapat ditemukan bersama. 

Kegagalan Implementasi Kebijakan: 

1. Ketidakmerataan Pembagian Keuntungan: Meskipun 

kebijakan pembagian hasil telah ditetapkan, sebagian 

besar masyarakat Bojonegoro masih merasa bahwa 
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keuntungan dari sektor ekstraktif tidak dibagi secara adil. 

Sebagian besar keuntungan tetap masuk ke perusahaan 

dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal merasa 

manfaat yang diterima sangat terbatas. 

2. Kurangnya Pengawasan Lingkungan: Beberapa kebijakan 

terkait pengawasan dampak lingkungan masih belum 

efektif. Aktivitas ekstraktif di beberapa wilayah Bojonegoro 

telah menimbulkan pencemaran air dan tanah yang belum 

ditangani dengan baik. 

Dari evaluasi kebijakan yang diterapkan di Bojonegoro, 

beberapa pelajaran yang dapat diambil adalah: 

• Pentingnya Penyuluhan kepada Masyarakat: Agar 

kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik, 

penting bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan 

bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses 

pengawasan. 

• Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemerintah: 

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas 

pengawasan mereka, baik dari sisi anggaran, tenaga ahli, 

maupun sistem pelaporan yang lebih transparan dan 

akuntabel. 
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Bab 8 

Kesimpulan dan Harapan : Mewujudkan 
Pembangunan Berkelanjutan melalui Transparansi 

dan Akuntabilitas di Sektor Ekstraktif 
 

1. Kesimpulan 

Buku ini telah menyelami secara mendalam tantangan dan 

potensi yang ada dalam sektor ekstraktif di Kabupaten 

Bojonegoro, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas 

dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan pengelolaan 

sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan 

penelitian, analisis, dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya, berikut adalah ringkasan temuan utama buku ini. 

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Indonesia 

yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas 

bumi. Kabupaten ini memiliki potensi yang sangat besar dalam 

hal kontribusi terhadap perekonomian nasional, namun 

pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga menghadapi 

tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama yang 

teridentifikasi adalah ketidakseimbangan dalam distribusi 

keuntungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat 

lokal. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat 

yang merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan 

kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat eksploitasi 

sumber daya alam. 
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Bojonegoro memiliki sejumlah pemain utama dalam sektor 

ekstraktif, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, 

pemerintah daerah, serta masyarakat lokal. Meskipun 

perusahaan-perusahaan ini berkontribusi besar terhadap 

pendapatan daerah melalui pajak dan royalti, sering kali 

transparansi dan akuntabilitas mereka kurang diperhatikan. 

Pemerintah daerah, meskipun telah mengambil langkah-langkah 

tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, juga 

menghadapi kendala dalam pengawasan yang efektif dan 

penerapan kebijakan yang berkelanjutan. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber 

daya alam, khususnya minyak dan gas bumi di Bojonegoro, 

memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dan perusahaan. Dalam praktiknya, 

meskipun beberapa langkah telah dilakukan, implementasi 

transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi banyak 

tantangan. Pembentukan platform pelaporan digital, pengawasan 

berbasis masyarakat, dan keberadaan lembaga pengawas 

independen adalah beberapa langkah yang dapat memperkuat 

transparansi di sektor ini. 

Namun, tantangan birokrasi, ketidakberdayaan 

masyarakat, serta kurangnya mekanisme yang memadai untuk 

pengawasan menjadi hambatan besar dalam mencapainya. Oleh 

karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, 
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masyarakat, dan lembaga pengawas eksternal untuk menciptakan 

ekosistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan. 

Langkah-langkah implementasi kebijakan yang sudah 

diambil di Bojonegoro, seperti pembentukan forum komunikasi 

dan penerapan platform digital untuk pelaporan, mulai 

menunjukkan hasil positif. Namun, untuk mengoptimalkan 

kebijakan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas pengawasan 

pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Indikator 

keberhasilan kebijakan harus terus dipantau dan dievaluasi 

dengan cermat, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang 

diperoleh dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan 

masyarakat, serta untuk meminimalisir dampak negatif terhadap 

lingkungan. 

Meskipun banyak kebijakan telah dicanangkan untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Bojonegoro, 

tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi 

yang transparan, serta hambatan politik dan birokrasi yang sering 

memperlambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, 

pembagian keuntungan yang tidak merata antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat masih menjadi masalah besar yang 

perlu segera diselesaikan. 

2. Harapan untuk Masa Depan 
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Ke depan, harapan terbesar bagi Kabupaten Bojonegoro 

adalah bagaimana sektor industri ekstraktif dapat dikelola 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

memperhatikan tiga aspek penting: ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan 

berarti bahwa sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat, tanpa merusak lingkungan atau 

mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. 

Harapan utama untuk Bojonegoro adalah: 

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Masyarakat 

Bojonegoro seharusnya dapat merasakan manfaat yang 

nyata dari eksploitasi sumber daya alam. Pendapatan yang 

dihasilkan dari sektor ekstraktif harus digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: 

Pemanfaatan sumber daya alam di Bojonegoro harus 

mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya 

kebijakan yang lebih tegas terhadap pengelolaan dampak 

lingkungan, diharapkan daerah ini dapat menjadi contoh 

dalam mengelola sumber daya alam secara lebih ramah 

lingkungan. 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: 

Masyarakat Bojonegoro harus diberikan kesempatan lebih 
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besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

dan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan. 

Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan 

transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki 

terhadap kebijakan yang ada. 

4. Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan: Kerjasama yang 

baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus 

terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang 

transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu 

mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat dan memperkuat 

peran lembaga pengawas independen untuk memastikan 

bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif memenuhi 

kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor 

ekstraktif di Bojonegoro memerlukan pendekatan jangka panjang 

yang mencakup perubahan sistemik dalam kebijakan, tata kelola 

pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat. Berikut adalah 

beberapa rekomendasi jangka panjang yang dapat membantu 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: 

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Lokal: Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat regulasi lokal 

yang memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Hal ini mencakup kewajiban bagi perusahaan 

untuk memberikan laporan keuangan secara terbuka, 

mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan 
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lingkungan yang diakibatkan oleh operasional mereka, 

serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses 

oleh masyarakat. 

2. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: 

Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-

hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam sangat 

penting untuk menciptakan kesadaran kolektif. Melalui 

pendidikan, masyarakat dapat diberdayakan untuk lebih 

aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengawasan. 

3. Mendorong Inovasi Teknologi dalam Pengawasan: 

Teknologi dapat memainkan peran besar dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan 

platform digital untuk pemantauan dan pelaporan data 

secara real-time akan memberikan masyarakat akses yang 

lebih luas dan mudah untuk memperoleh informasi yang 

mereka butuhkan. 

4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Lembaga 

Pengawas: Salah satu tantangan terbesar dalam 

menerapkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas 

adalah kurangnya kapasitas pengawasan yang efektif. Oleh 

karena itu, perlu ada investasi dalam pelatihan dan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia di 

pemerintahan daerah dan lembaga pengawas eksternal. 

Hal ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga 
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internasional untuk memberikan perspektif yang lebih luas 

dan objektif. 

5. Membangun Sistem Pembagian Keuntungan yang Adil: 

Pembagian keuntungan dari sektor ekstraktif harus 

dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Pemerintah 

harus memastikan bahwa sebagian besar pendapatan 

yang dihasilkan dari sektor ini digunakan untuk 

kepentingan masyarakat, termasuk dalam bentuk program 

CSR yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, 

peningkatan pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja. 

Sebagai kesimpulan, transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sektor ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro bukanlah 

sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Dibutuhkan 

kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan 

dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan kebijakan yang tidak 

hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga 

keberlanjutan lingkungan. Bojonegoro dapat menjadi model bagi 

daerah lain dalam pengelolaan sektor ekstraktif yang lebih 

terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan, jika kebijakan yang ada 

didukung dengan komitmen kuat dan implementasi yang efektif. 
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Perusahaan Ekstraktif 

• Peran dan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan 

sumber daya alam, 40-45 

• Kebijakan transparansi perusahaan, 100-104 

• Dampak terhadap ekonomi lokal, 110-115 

S 

Sektor Ekstraktif 

• Definisi dan sektor terkait, 9-12 

• Dampak terhadap ekonomi daerah, 30-35 

• Peran pemerintah dan perusahaan, 45-50 

Studi Kasus 

• Daerah lain yang berhasil menerapkan transparansi, 115-

120 
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• Evaluasi kebijakan di Bojonegoro, 90-95 

Sumber Daya Alam 

• Potensi di Bojonegoro, 12-15 

• Eksploitasi minyak dan gas, 30-40 

• Pengelolaan dan dampaknya, 50-55 

T 

Transparansi 

• Definisi dan pentingnya dalam sektor ekstraktif, 45-50 

• Mekanisme transparansi dalam pengelolaan sumber daya 

alam, 55-60 

• Pengelolaan sumber daya alam secara terbuka, 80-85 

• Dampaknya terhadap pengambilan keputusan, 115-120 

Tantangan 

• Tantangan dalam mendorong transparansi, 50-55 

• Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas, 100-105 

• Pembagian keuntungan yang tidak adil, 130-135 

Z 

Zona Ekstraktif 

• Perkembangan industri minyak dan gas di, 20-25 
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• Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, 40-45 
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